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ABSTRAK

Pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenahgad
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentakgmponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidugk,Lsskaligus sebagai
aturan dalam pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (4angadndang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang berburigoniponen dan pelaksanaan
tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatugdenPeraturan Menteti
Dalam Pasal 1 Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN2DID5 misalnya
disebutkan bahwa KHL adalah:

Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seopmkgria atau buruh
lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisibnrfisik dan sosial untuk
kebutuhan satu (1) bulan

Komponen kebutuhan hidup layak untuk para pekejgnt dalam satu
(1) bulan sebagaiman terlampir dalam Permenakertrlomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 terdiri dari; makanan dan minumaandang, perumahan,
pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreadiatngan.

Faktor penetapan upah minimum dengan pencapaiapaatkebutuhan
hidup layak inilah yang memicu penyusun untuk méacmenengok tinjauan
hukum islam tentang permasalahan ini. Dengan letakang ini maka yang
akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: Tinjauan Huwk Islam Terhadap
Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat [1] Dan [2]dDalPermenakertrans
Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjedasklan menyimpulkan
tentang perspektif hukum Islam terhadap pencapgdoutuhan hidup layak
bagi pekerja/ buruh serta mekanisme wewenang gearetgpah minimum.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yamenggunakan data
berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungaengdn pembahasan
mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sifapgmkriptif dan terapan
Sedangkan teknik dan metode pengumpulan data adsadduksi berbagai
ide, teori,dan konsep dari berbagai literatur yae{gvan serta menitiik
beratkan pada pencarian kata kunci yang diambilad&uran, as-Sunnah dan
pendapat para ulam. Dat-data yang dibutuhkan daanelitian ini ada dua
yaitu data primer dan data sekunder. Teknik darodeeinalisis adalah adalah
Teknik Content Analysigang meliputi data reduksi, pengumpulan data, dan
data display.

Sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadutan individu dan
masyarakat dalam merealisasikan jaminan kehidupda gminan pencapaian
kemakmuran.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup ralsjat) mewajibkan
negara menjalankan kebijakan makro dengan mengfaakpa yang disebut
dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islaadalah penerapan
berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pelr@nsemua kebutuhan
pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keséan, disertai adanya
jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk reeuahi kebutuhan-
kebutuhan pelengkap (sekunder dan tertier) seseragash kemampuan yang
mereka.
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Berimanlah kamu Repada Allah dan rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah
menjadikan Ramu menguasainya. Maka orang-orang yang
beriman di antara kamu dan menafRahRan (sebagian) dari
hartanya memperoleh pahala yang besar.

(QS. Al Hadid (57): 7)

* Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui

Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan
(KH. Ali Maksum Krapyak)

Selesaikanlah apa yang sudah Ramu mulai
(Bpk.Olo Guru SMA)

Keberhasilan yang besar Tidak MungRin Terjadi Tanpa Adnya
Kegagalan
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Mergama dan Menteri
Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahuwsi 1®an Nomor 0543 b/

u/1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
f alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B be
o ta’ T te
< sa § § (dengan titik di atas)
z jim J je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
3 dal D de
3 zal z z (dengan titik di atas)
) ra’ R er
) zai Z zet
o sin S es
g syin Sy es dan ye
P sad S s (dengan titik di bawah)
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dad d de (dengan titik di bawah)

L ta t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ’ koma terbalik di atas

¢ gha G ge

< fa’ F ef

é qaf Q qi

g kaf K ka

J lam L el/ al

? mim M em

R nun N en

3 waw W W
—2 ha’ H ha

3 hamzah : apostrof

& ya’ Y ye

B. Lambang Vokal
1. Syaddah atau tasydid
Tanda syaddah atawsydid dalam bahasa Arab, dilambangkan
menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yaama dengan huruf

yang diberi tandaasydid. Contoh
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. ditulis muta’addidah

L ditulis Rabbana
)

2. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, rdakhs (h):

R ditulis hikmah

2, jor ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yaaglah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalatatemainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandan@l™ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengah.

ial S ol fﬁ‘ ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakatfathah, kasrah dan

dammah ditulis (t):

2S5 el ditulis Zakat al-fitri atau Zakatul fitri

3. Vokal pendek (Tunggal)

fathah ditulis -
------- kasrah ditulis i
___f___ dammah ditulis u

4. Vokal Panjang (maddah)

1. | Fathah + alif Ditulis a (dengan garis di atas)
ilale Ditulis Jahiliyyah
2. | fathah + ya’ mati Ditulis a (dengan garis di atas)
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. Ditulis Tansa
ng—n.’
3. | kasrah + ya’ mati Ditulis ‘i (dengan garis di atas)
5 e Ditulis Karim
4. | dammah + waw mati Ditulis u (dengan garis di bawah)
- Ditulis I
Pt L

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya beruangan

antara harakat dan huruf, transliterasinya seldasydut:

1 | fathah + ya’ mati ditulis ai
< ditulis bainakum
2 | fathah + wawu mati ditulis au
Jg ditulis qaul
6. Hamzah

Sebagimana dinyatakan di depan, hamzah ditrarasitem dengan
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yargtak di tengah dan
akhir kata, namun apabila terletak di awal katakan&amzah tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab bemigaContoh:

(’:“’ﬁ ditulis a’antum
ooiel ditulis u’iddat
oA f S ditulis la’in syakartum

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qgamariyyathsesuaikan
transliterasinya dengan aturan yang digariskanegad dan sesuai pula

dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyaaupun gamariyah,
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maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yamggikutinya dan

dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

o7 A ditulis al-Qur’an
k] Ditulis al-Hadis
A ditulis al-Qiyas

b. Kata sandang yang diikuti huridyamsiyyahditulis sesuai dengan
bunyinya yaitu hurufl (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

Ll ditulis as-Sama’

) ditulis asy-Syams

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Pada dasarnya setiap kata, b&ik, ism maupunhuruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyuswyaadangan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Kareste fauruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam translitenaisipenyusunan kata
tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengata lain yang

mengikutinya. Contoh:

2, ditulis Zawi al-furud

J-‘J TR ditulis Ahl as-Sunnah

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bagessdoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak sapkan dengan ilmu

tajwid,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kali memperingati Hari Buruh 1 Mei, yang a#el menjadi
perjuangan kaum buruh tiada lain adalah peningkapet. Para buruh seolah
tidak bosan-bosanya meminta pemerintah segera nkibean upah layak
nasional yang manusiawi. Bahkan untuk tahun iniaphuruh meminta
pemerintah memberlakukan upah sebesar Rp 3,2 prtdbydan. Selain itu,
mereka juga minta agar 1 Mei dijadikan hari Libasional*

Berbicara upah, tentunya dapat disepakati bahwéah uparupakan
sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dpelserja dan cerminan
kepuasan kerja. Sementara bagi pengusaha melibat sgbagai bagian dari
biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggonya dalam
meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Semmanpggemerintah melihat
upah, di satu pihak, untuk tetap dapat menjamimetarhinya kehidupan yang
layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkamyktivitas pekerja dan
meningkatkan daya beli masyarakat. Di lain pihaktulk mendorong kemajuan
dan daya saing usaha.

Dalam konvensi ILO No. 100 digunakan istilah resmmuneration
yakni semua pengeluaran biaya oleh perusahaan nmtokbayar jasa tenaga

kerja baik itu gaji/ upah, tunjangan, fasilitassentif dan lain-lain. Demikian

'Dafiq Syahal Manshur, 'Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia’,
dalam Attp./www2.kompas.cony/kompas-cetak/0409/06/Jabar/1251354.htm, diakses tanggal 12
Sepetember 2008.




sudut pandang tentang upah yang masing-masing pim@mpunyai
argumentasinya.

Setiap memperingati Hari Buruh 1 Mei, upah menjadi perburuhan
yang terus diperdebatkan oleh Serikat Buruh. Setr@fa penentuan upah
menjadi hegemoni pemerintah Orde Baru. Namun skghknya kebijakan
Otonomi Daerah (UU No 22 Tahun 1999), perumusanhugng semula
dilakukan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasi(dBPN) dan Dewan
Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) diambil alish oPemerintahan
Provinsi dan Kabupaten/ Kofa.

Institusi pengupahan provinsi dan institusi pengpapakabupaten/ kota
merupakan bentuk perwujudan pelimpahan kewenangammusan dan
penetapan upah tersebut. Selain konteks Otononmabakonteks kebebasan
berserikat (UU No. 21 Tahun 2000) pun memberikanhlebanyak ruang
partisipasi kepada Serikat Buruh di tingkat kabepétota untuk terlibat dalam
proses perumusan upah. Namun sayangnya, meskiaf@rspengupahan ini
telah diserahkan kepada daerah, problematika kga&egaan/ perburuhan
sepanjang masa belum juga selesai, dari masaldihdoeigan, pengupahan,
kesejahteraan, perselisihan hubungan industriahbpegan dan pengawasan
ketenagakerjaan.

Kondisi ini lebih diakibatkan oleh kelemahan pemtaih secara sistemik

dalam mengimplementasikan Undang-undang ketenggeker bahkan

2 Ibid.



cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah kwsiddan kinerja antar
lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangatprhatinkan.
Pemerintah Indonesia selalu mengubah-ubah kebijakan
ketenagakerjaannya terutama menyangkut penangamgugahan. Kebijakan
penentuan upah minimum didasarkan pada Kebutulsgk Minimum (KFM),
yang kemudian berubah menjadi Kebutuhan Hidup Mimm(KHM), lalu
sekarang namanya menjadi pencapaian Kebutuhan Hidypk (KHL)3
Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 89 @yatndang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Samgekaitannya dengan
Kebutuhan Hidup Layak, dapat dilihat dari Pasala88t (1) Undang-undang
yang sama yang menegaskan bah®atiap pekerja berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang laygkkesnanusiaarf
Terhadap kebijakan upah tersebut, tentunya peraféritidak hanya
memandang  pentingnya  pengupahan  pekerja bagi [atamy
kesejahteraannya, tetapi juga harus memperhatilkdoerbpa aspek. Sebab
penanganan pengupahan ini, misalnya tidak hanyayangkut aspek teknis
dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukugp ryeendasari bagaimana
hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu ditedsan dengan aman dan

benar berdasarkan perundang-undangan yang befla&h.karena itu, untuk

3Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.

*Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara yang dimaksud penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah
penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan
minuman sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.



menangani pengupahan secara profesional mutlak rhéae pemahaman
ketiga aspektersebut secara kompreherensif.

Penetapan upah minimum bagi pekerja adalah salah parsoalan
penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia sangkarang, karena hal itu
tidak dihitung dengan mekanisme atau sistem yalgs.j®alam penetapan
upah minimal pekerja di Indonesia salah satunydahddidasarkan pada
Kebutuhan Hidup Layak (di samping produktivitas g@ntumbuhan ekonomi)
para pekarja yang telah mengalami dua kali perubghdu pertama penetapan
upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Fisiknim (KFM) yang
kedua didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHMgrubahan —
perubahan tersebut dikarenakan tidak sesuainya [agietapan upah
berdasarkan kebutuhan fisik minimum, maka timbullpdrubahan yang
disebut dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Nanpanetapan upah
berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum mendapat kongkisg cukup besar
dari pekerja, karena akan berimplikasi pada lemahmiaya beli dan
kesejahteraan masyarakat terutama para pekerj&atingawah. Dengan

pendekatan dan penjelasan langsung dari pekerj&a mpanetapan upah

*Ketiga aspek itu adalah: Pertama, aspek teknis bidang pengupahan tidak hanya sebatas

bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi juga menyangkut bagaiman
proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum
sektoral proponsi (UMSP), upah minum kabupaten (UMK), upah minimum sektoral kabupaten
(UMSK), dan upah sundulan; Kedua, Aspek ekonomis bidang pengupahan lebih melihat pada
kondisi ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro, yang secara operasional kemudian
mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah ditetapkan, juga
bagaimana implementasinya di lapangan; dan Ketiga, aspek hukum bidang pengupahan meliputi
proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah,
serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Secara hukum semua aspek ini harus dipahami
dasar dan falsafahnya. Kemudian, dipadukan dengan aspek lain (aspek teknis dan aspek
ckonomis). Lihat Sumarno, 'Perubahan Patokan UMR tidak Realistik' dalam
http.//mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=49I,
diakses tanggal 11 Maret 2009.



minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum dagajaban dan diterima
pihak pekerja dan pengusaha.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan sosiabekoyang cukup
pesat, maka timbul pemikiran bahwa kebutuhan hidupimum pekerja
berdasarkan kondisi minimum perlu di ubah menjahutuhan hidup layak,
karena dianggap bahwa kebutuhan hidup layak dapaningkatkan
produktifitas pekerja dan produktifitas perusahaarta pada akhirnya dapat
meningkatkan produktifitas nasional.

Berkaitan dengan permasalahan penetapan upah &aadkebutuhan
hidup layak (selanjutnya disebut KHL), pemerintabnetapkan peraturan atau
yang dikenal dengan Permenakertrans Nomor: PERHEN/MIII/2005
tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencdfelariuhan Hidup
Layak, sekaligus sebagai aturan dalam pelaksanaganPdsal 89 ayat (4)
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagalkeyang berbunyi:
"Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kedmtitdup layak
diatur dengan Peraturan Ment&rf

Dalam Pasal 1 Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN2DO5
misalnya disebutkan bahwa KHL adalah:

Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seopmkgrja atau buruh

lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisiknnfisik dan sosial

untuk kebutuhan satu (1) buldn
Komponen kebutuhan hidup layak untuk para pekejgnt dalam satu

SPasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

"Lihat Pasal 1 Permenakertrans No. 17 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 81/ Men/ 1995 tentang
Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.



(1) bulan sebagaiman terlampir dalam Permenakertrlomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 terdiri dari; makanan dan minumaandang, perumahan,
pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasiadiangan.

Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan neandelam
bidang perekonomian tidak memberikan landasan pengjfat praktis, berapa
besarnya upah yang harus diberikan kepada buruik améncukupi kebutuhan
hidup. Namun Islam memperbolehkan seseorang untekgaomtrak tenaga
pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk otarsgbut, sebagaimana

dalam al-Qur'an disebutkan:

oeany Lindy g Ll BLAH) (3 v griane i Land o2 ) Ay O gody oaf

Berkaitan dengan kebutuhan hidup layak pekerja,antiglak akan lepas
dari permasalahan upah. Masalah upah sangat petdgmglampaknya sangat
luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yarlgdad pantas, itu tidak
hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya paegaruhi standar
penghidupan para pekerja beserta keluarga mereiajnkan akan langsung
mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mesigksi sejumlah
besar produksi negara.

Berdasarkan uraian singkat di atas, menarik kiraogguk meneliti

Peraturan Pemerintah yang tertera dalam PermerakertNomor: PER-

8 Az-Zukhruf (43): 32.



17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksan@iahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar penepatan opaimum, terutama
pada Pasal-pasal penepatan kebutuhan hidup layad lyardasarkan pada
tujuh komponen, seperti makanan dan minuman, sandaerumahan,

kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasiaamgan.

. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, ysemy tertarik
mengkaji tentang "Bagaimana tinjauan hukum Islarinagap Permenakertrans
Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 Pasal [1] ayat [1] d4B] sebagai dasar

penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan lagtak.

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makaantudari
penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskajauan hukum Islam
terhadap Permenakertrans Nomor : PER-17/MEN/VIOR®asal [1] ayat
[1] dan [2] sebagai dasar penetapan upah minimugabarkan kebutuhan
hidup layak.
2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkgratdmemenuhi
di antaranya:
a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan (hdeupgau saran),
terlebih  mengenai pandangan hukum Islam terhadampé&oen

kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapanmipanum.



b. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan khususnyail@netapan upah
minimum yang berdasarkan komponen kebutuhan hidapakl,

khususnya di Fakultas Syari'ah Jurusan Muammalat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hisgga ini,
sebenarnya sudah banyak kajian yang membahas imagaddn, baik yang
dalam bentuk karya ilmiah (baca: skripsi). Olehekar itu, di samping untuk
mengetahui posisi penyusun dalam melakukan perelitii, penyusun juga
berusaha untuk melakukaaview terhadap beberapa literatur atau buku yang
ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yangadneobyek dalam
penelitian ini.

Kajian atau penelitian tentang permasalahan upaldah banyak
ditemukan, sedikit dari karya tersebut yang merigk@ah minimum, di
antaranya oleh Utihatli Furosatun skripsinya barju&tudi Komparatif antara
Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan KonvensiohaSkripsi ini
mengkaji beberapa konsep upah dalam Islam maupuweksional, perbedaan
dan persamaan antara kedua konsep tersebut.

Skripsi Wahyudin yang berjudul "Campur tangan Nagatalam
Menentukan Upah Kerja" (Studi atas pandangan A®wsyir)"*° Dalam

karya ini pengkajianya lebih pada penekanan peamk&hmad Azhar Basyir

’Utihatli Furosatun, "Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan
Konvensional' dalam Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

""Wahyudin, "Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas
Pandangan Ahmad Azhar Basyir)" dalam Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2005.



pada dimensi normatik dan etik tentang perilaku usan dalam masalah
ekonomi terutama campur tangan negara dalam meantyah kerja.

Syamsudin dalam skripsinya yang berjudul “Upah makdtab al-Umm
asy-Syafi’i, Studi Terhadap Relevansinya SK Gubernur Daersimdsia
Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005 Skripsi kini berkaitan dengan UMP
Yogyakarta. Di dalam skripsi ini tidak banyak meimds bagaimana UMP itu
ditetapkan melainkan hanya mendeskripsikan upaturaehmam asy-Syafi’i
dalam kitabnyal-Umm

Satu-satunya yang membahas Permenakertrans dalatuk bgkripsi
adalah Subur yang berjudul 'Tinjauan Hukum Islamh@édap Penetapan Upah
Minimum Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/20(tudi Terhadap
Pasal 2 ayat [1] dan [2}. Dalam Skripsi ini Subur mengulas tentang tujuh
komponen standar hidup layak. Peraturan tentangpgoen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dijadikabbagai dasar
penetapan upah minimum, seperti kebutuhan padaidiesg, kesehatan,
rekreasi dan jaminan hari tuanya. Namun, setidakyayay dijadikan acuan
bukan pekerja lajang, karena pada umumnya peKdrjgs(snya di Indonesia)
melainkan pekerja yang sudah berumah tangga, kdebatuhannya lebih
banyak ketimbang pekerja lajang, sehingga kesepdite pekerja dan

keluarganya terangkat.

"'Syamsudin, “Upah dalam Kitab al-Umm asy-Syafi’i, Studi Terhadap Relevansinya SK
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 218 Tahun 2005”, dalam Skripsi Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

"“Subur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenakertrans
Nomor 17 Tahun 2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat [1] dan [2]),” dalam Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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Sementara penyusun dalam penelitian ini akan mgngida Pasal [1]
ayat [1] dan [2] Permenakertrans Nomor : PER-17/MAEN2005 dan
penetapan peraturan itu sendiri, dengan menlihaalgeer pasal dalam
Permenakretrans tersebpémenuhan kebeutuhan hidup layak bagi pekerja/
buruh itu sendiri, sehingga nantinya akan dapahatilkejelasan Pemerintah
dalam menetapkan upah sebagai standar kebutuhap hagak, sehingga
secara otomatis ketujuh komponen yang dimaksudrdakaipsi Subur dapat
terpenuhi.

Dengan melihat sekilas terhadap hasil penelitissetrut di atas, belum
banyak ditemukan literatur yang membahas tentargutGdan Hidup Layak
(KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum. Meskigiemikian,
penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk neem@j@am analisis yang

sedang penyusun lakukan.

. Kerangka Teoretik
Bagaimanapun persoalan upah buruh masih menjaii yapg penting
untuk dibahas karena upah merupakan masalah yasgifskagi buruh. Upah
bagi buruh masih menjadi komponen utama yang memgpkahidupan mereka
sehari-hari. Terkait dengan persoalan upah ini,gperuman penetapan
kenaikan upah minimum oleh Pemerintah Indonesiaasetahun selalu
memunculkan polemik di media massa. Dengan mengaeraberitaan media
massa terlihat bahwa ada berbagai pandangan kendralv yang selalu
muncul, baik dari pihak pengusaha yang diwakilihoksosiasi Pengusaha

maupun pekerja yang diwakili oleh Serikat PekeBgrikat Buruh.



11

Terhadap kebijakan upah tersebut tentu Pemerintdak t hanya
memandang pentingnya upah dari segi peningkatanejdtgsraan
pekerja/buruh saja, tetapi juga memperhatikan aappkk lain. Untuk itu
dalam Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Mdesr-01/Men/1999
dan kemudian disempurnakan dengan Keputusan Mehtermga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Per-226/ Men/ VII/ 2000, seréiduran Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-17/Men/VIII/20di&tur bahwa penetapan
upah minimum wajib mempertimbangkan beberapa aspsdcara
kompreherensif.

Jika dipandang dari segi pendapatan negara, kenajgah minimum,
akan dapat mendorong peningkatan penerimaan pex@ripendapatan pajak
penghasilan, di sampinmultilifier effect lainnnya. Namun, terpenting bagi
Pemerintah adalah bagaimana secara makro sisteekopemian berjalan
dengan baik dan investasi tetap kondusif dengamyad&ebijakan upah
minimum. Jika kebijakan upah minimum berlebihan tidak seimbang, justru
akan mengganggu iklim investasi, yang pada akhinmyastasi akan hengkang
dari Indonesia. Keseimbangan inilah yang selalusadijaga oleh Pemerintah
melalui berbagai kebijakan yang ditempuhnya.

Ulama Figh membahas masalah upadtau pengupahan dalam istilah
perjanjian sewa-menyewa yang dikenal dendamah yang di dalamnya

memuat pengertian yaitu suatu jasa yang diberildragai imbalan manfaat

Ahmad Warson Munawir,

""Upah' yang dalam bahasa Arabnya disebut Ju/u yang berarti gaji, lihat
Kamus a/-MIJIIaWW]I‘; Arab-Indonesia Cet. XL (Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku IImiah Pon-Pes al-Munawir Krapyak, 1984),

him. 211.



12

(upah). Oleh karena itu, jenis pekerjaannya hdijgdaskan, sehingga tidak
kabur. Karena transakgarah yang masih kabur itu hukumnya adalfaisid
(rusak). Waktunya juga harus ditentukan, misalnyaian, bulanan atau
tahunan. Demikian dengan upah kerjanya juga hareistdkan.

Dalam KitabFath Bari bahwaijarah disebutkan sebagai berikut:

A ey 8 W enl 3 2y Lo S o sgidl adl S5 Y
M glas dnite e
as-Sayyid sabiq dalam Kitab Figh as-Sunnah, mengatakan bahwa/-
jjarah berasal dari kata/-ajru yang berartial-iwad (ganti). Dari sebab itus-
sawab (pahala) dinamadjru menurut pengertian syaral-ijarah adalah suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalamgemtian.*> Sedangkan
Afzalurrahman menyebutkan bahwa upah adalah haeyey ydibayarkan
kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekageparti faktor produksi
lainya. Tenaga kerja diberikan imbalan jasa berupah. Dengan kata lain
bahwa upah adalah harga diri yang dibayar atamyasaalam produksi
kekayaart?®
Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji di, ateaka Islam
menggariskan upah dan gaji sebagaimana yang teérdgtam al-Quran

berikut;

_14Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Fadl al-Asqalani asy-Syafi’i, Fath al-Bari, (Bairut: Dar
al-Ma’arif, 1379 H), XII: 439. Lihat juga Ibn Qasim al-Ghazi, Hasyiah al-Bajuri, (Semarang:
Toha Putra, t. t.), IT: 27

15As-sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, alih bahasa Kamaludin dan A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), XIII: 15.

" Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, alih bahasa Dewi Nurjulianti
et.al., (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm 295
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) fle ) Ogs ey Osailly dpny oSloe B (b loet By
1.0 ghoss o287 e, o Said 53lgdl g
Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, sebagai
bentuk untuk menilai dan memberi ganjaran terhamapl-amal itu sebagai
ganjaran?® Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan apsh atau
compensation Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat al-Qlaianya,

yaitu:

P2 iy b Sl il e say (BT T S5 e Blo Jes e
190 shory 13157 Lo ey
Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas, nar@uraish Shihab
adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ien@gaskan bahwa balasan
atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adat@lalan dunia dan
imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oletuhammad 'Abduh didefenisikan
sebagai segala perbuatan yang berguna bagi prikeldarga, kelompok dan
manusia secara keseluruh&hSementara menurat-Zamakhsari, amal saleh
adalah segala perbuatan yang sesuai dengan daljl @kQuran dan atau
Sunnah Nabi Muhammad S&Ww.

Berdasarkan defenigiang diberikan az-Zamakhsari di atas, maka dapat

17 At-Taubah (9): 105.

M. Quraish Shihab, 7afsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), V: 670

' An-Nahl (16): 97
M. Quraish Shihab, Tafsir AI-Misbah V1I: 342,

_ ' Abu al-_Qas_im Mghmﬁd ibn Muhammad ibn ‘Umar az- Zamakhsyari,. Al-Kasysyaf™ ‘an
Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqgawil fi Wujuh at-Ta’wil. (T .Kt: Intisyarat Aftah, t. t.) IT: 167.
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disimpulkan bahwa seorang yang bekerja pada s@atanbusaha (perusahaan)
dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengaratsparusahaannya tidak
memproduksi/ menjual atau mengusahakan barangdpag@amg haram.
Dengan demikian, maka seorang karyawan yang belergan benar, akan
menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia daailan di akherat.

Upah hendaknya diberikan secara profesional, sesmgan kadar kerja
dalam proses produksi dan melarang adanya unsulodksi. Pedoman
mengenai upah ini, ada disinggung dalam al-Qunasalnyayang terdapat

dalam ayat berikut ini:

Sy Sy sl o gy A (55 slaly Ol Yy Janlly o 1 0)
P09 S0 WSl (Sawy
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dipstlapkan dengan
suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yamd ficintas terhadap pihak
manapun. Masing-masing pihak (buruh dan majikamhpezoleh bagian yang
sah dari produk bersamanya tanpa bersifat zalinatip yang lainnya. Prinsip

kebersamaan ini ditunjukkan dalam sebuah ayat ltank yaitu:

23" . )).A.LE:J Y} . )).A.LEY”
Kemudian dalam hadis juga ada disebutkan, sebagainfaadis yang

diriwayatkan oleh IbnMajah, yaitu:

2 e ag Of Lol oY1) hasl

2 An-Nahl (16): 90.
3 Al-Baqarah (2): 279.
*Al-Hafiz Ibnu 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, Sunan Ibn
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dalam hadis lain juga disebutkan, yakni:

B g b Y] el e CalSG Y g 45 98Ty anlabs 8 lacl) JU

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, maka dblgetahui bahwa
landasan yuridis di atas, memberikan gambaran &geks bagaimana upah
ditetapkan. Teks-teks tersebut hanya menjelaskamgemai keharusan
memberikan upah dengan cara yang adil. Dengan deEmikntuk mencari
legitimasi hukum Islam maka ditempuh jalan ijtihadbagai upaya untuk
mencari solusi dari kebutuhan masyarakat mengespaitksan tentang upah.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sandaidbkEm masalah
upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belak, foheuh dan pengusaha
tanpa melanggar hak masing-masing. Untuk melengkaqaingka teoretik di
atas, maka perlu dipaparkan beberapa pemikiran emangipah perspektif
Islam. Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidakiehbobersifat
eksploitatif’® Sedangkan dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus
diletakkan dalam kerangka kekhalifahan manusiagenarbekerja adalah
bagian dari ibadah, maka selayaknya upah harugikhibesecara adil dan
sebagai penghormatan antar sesama mafiusia.

Berkaitan dengan upah minimum, Islam menekankan ukunt

memperhatikan kepentingan buruh karena posisinyag yeemah dalam

Majah, 'Kitab al-Ahkam' 'Bab ajru al-ujra', Hadis Nomor 2434, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), I: 817.

> Abu Husein Hajaj al-Qusairi an-Naisaburi Muslim, Sahih Muslim, 'Kitab al-Aiman' Bab
It'am al-Mamluk mimma ya'kul wa libasuh mimma yalbisu yukalif, Hadis no. 3141, (Bairut: Dar
al-Fikr, t. t.), II: 2443

26 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 363.

27Eggi Sudjana, “Upah dalam Pandangan Islam,” dalam Republika 1 Mei 2002, hlm. 6
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hubungan industrial, karena pengusahalah yang nkémibdal dan mampu
menggerakkan segalanya apalagi hubungan dua undidak seimbang. Oleh
karena itu penting sekali untuk memperhatikan butaih persoalan kebutuhan
pokok sampai dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu,
lanjut Afzalurrahman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

kaitannya dengan pengusaha dan buruh:®

1. Pengusaha dan buruh harus saling mengakui tidak adanya klaim budak dan
tuan.

2. Pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam
pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, buruh harus diberi
upah yang layak.

3. Seorang buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit
melebihi kemampuannya atau buruhan itu memungkinkan membuat
penderitaan yang besar.

. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu
metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi
sebagai cara bagaimana mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang
memuaskan, di samping itu metode juga merupakan cara bertindak supaya
penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil maksimal. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

28Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi 11: 367.
s
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1. Jenis penelitian dan sifat penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka,
yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang
berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.
Sedangkan sifatnya perskriptif dan terapan. Sifatnya perskiptif bertujuan
untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.” seperti

yang terdapat dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005

2. Teknik Pengumpulan data

a Sumber data primer
Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005tentang Komponen

dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

b. Sumber data sekunder
Sumber sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik
berupa buku-buku, kitab-kitab figh, tafsir, Undang-undang (seperti
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
maupun hasil pemikiran para 'ulama atau ahli hukum Islam mengenai
aspek-aspek penetapan upah khususnya mengenai kebutuhan hidup

layak pekerja.

®peter Mahmud MarzukiPenelitan Hukum,(Jakarta: Kencana bekerjasama dengan
Prenada Media Group, 2006), him. 22.
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3. Pendekatan masalah
Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian Emggunakan
beberapa pendekatan, yakni:

a. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data atengenggunakan
pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjatioman perilaku
manusia’ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk
menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atéwnm melalui
teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fightufigh, sebagai
penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yafgyrerasi dalam
figh. Maksudnya dalam hal inpenctapan upah berdasarkan kebutuhan
hidup layak bagi buruh yang ditinjau dari aspek-aspek figh terutama dari

pendapat para ahli hukum Islam.

4. Teknik analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penyusunan sknp adalah
analisis isi ¢ontent anlysis dan analisis deduktif. Metode analisa data
dengan modetontent analysisnerupakan analisis ilmiah tentang sisi pesan
suatu komunikasi, secara tekm®ntent analyisismencakup upaya: 1)

klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komusiik2) menggunakan

10.

30Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, cet. III, 1986), hlm.
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kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3) mengganatekhik analisis

tertentu sebagai pembuat predisi.

Model content analysisdigunakan untuk menganalisis pasal yang
mengatur tentang penetapan upah berdasarkan kebnutidup layak dalam
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/208bdangkan kriteria yang
digunakan dalam modedontent analysigpenelitian ini adalah perspektif
hukum Islam.

Sementara analisis deduktif digunakan pada tal#igekdari model
content analysipenelitian ini. Analisis deduktif adalah cara derfuntuk
memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan ummtok menyusun
suatu argumentasi yang bersifat khu&u®ernyataan-pernyataan khusus
yang didapat dari isi-isi Pasal Permenakertrans ®&omPER-
17/MEN/VIII/2005 dengan menggunakan kriteria hukdieh muamalat,
kemudian akan disusun atau dipaparkan secara umuggertl

argumentasinya dalam bab analisis penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang
disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika
pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab

terdiri dari beberapa sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu

31Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000),
hlm. 68.

32Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1999), him.
202.
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dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertamapendahuluan yang merupakan bentuk pertangguniggawa
penulisan yang berisi latar belakang masalah, pakalsalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkatieoneetode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Dua untuk mengetahui upah pada umumnya, maka bab ini
mengulas tentang tinjauan umum tentang upah dakml Bab ini berisi dari
beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang pengempah dan dasar
hukumnya, sub bab kedua mengulas tentang bentuky@daat-syarat upah, sub
bab ketiga membahas tentang prinsip dan sistemtggare upah, sub bab
keempat membahas hak dan kewajiban pekerja, sulkddaba membahas
tingkatan pemberian upah, berdasarkan pembahadassububab tersebut,
maka dapat diketahui dengan jelas gambaran tenfzaiy

Bab Tiga karena penelitian mengkaji tentang Peraturan &teienaga
Kerja (Permenakertrans) Nomor: PER-17/MEN/VIII/20Gebagai dasar
penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan haga, maka bab ini
khusus membahas tentang Permenakertrans saja. [Faesabaini dilakukan
untuk mengetahui dasar dan tujuan dikeluarkannyaméteakertrans,
menetapkan standar prosedur pelaksanaan, ketekdtemuan hukum dalam
melaksanakan Permenakertrans.

Bab Empat analisis hukum Islam terhadap Peraturan Mentenaga
Kerja Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 pasal [1] dan [Xebagai dasar

penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hegag. Dalam bab ini
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terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membalt@s menganalisis
wewenang penetapan upah minimum; dan sub bab kedoara khusus akan
membahas nilai kebutuhan hidup layak dalam tinjdudam Islam.

Bab Lima, penutup mengutarakan tentang keseluruhan hasélipan

dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM ISLAM

A. Definisi Upah dan Dasar Hukum Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut demgram/ajran yang berarti
memberi hadiah/ upahKata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas
pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurwhistitialah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasabajanan atas tenaga yang
telah dicurahkan untuk mengerjakan ses@atlpah diberikan sebagai balas
jasa atau penggantian kerugian yang diterima olbbkpburuh karena atas
pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yenmstghus sebagai majikan.
Menurut Afzalurrahman memberikan pengertian bahvp@ahu merupakan
sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dikeyaatas jasanya dalam
produksi®

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaay genaksud
dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang ditedamadinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atabepekerja (majikan)
kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan memssuaitl perjanjian kerja,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk twamabggi pekerja atau

'Ahmad Warson Munawir, Al-munawir : Kamus Arab-Indonesia, cet. ke-14, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), him. 9.

W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-5, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1976), him.1132.

3 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa, Soeroyo dan Nastangin, ed.
Sonhaji dan Hudiyanto, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 361.
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buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan darnas@yang telah atau akan
dilakukannyd’

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentangnperigan upah
memberikan definisi bahwa upah adalah suatu pemarninsebagai imbalan
dari pengusaha atau majikan kepada tenaga kenga patieerja untuk suatu
pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukiagatakan atau dinilai
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suafjargen atau peraturan
perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar pagfjian kerja antara
pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekemaasuk tunjangan baik
untuk pekerja sendiri maupun untuk keluargahya.

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapatberkan
pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan lmagha@esuatu yang
baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakiaagse imbalan atau balas
jasa, atau sebagai penggantian atas jasa darijgmkeang telah dikeluarkan
oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

Menurut W. J. S. Purwadarminta yang dimaksud dermanh adalah
orang yang bekerja dan mendapatkan upah atal gBjiruh atau pegawai
adalah semua orang yang bekerja untuk majikannmyaalan kerjanya dibayar
oleh pihak majikan atau perusahaan, secara resmitatang-terangan dan

kontinyu dalam mengadakan hubungan kerja dengaikanajtau perusahaan,

*Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan umum Pasal 1
(30), (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), him. 13.

>Achmad S Ruky, Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan,
cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), him. 7.

Sw. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-5, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1976), him. 171.



24

baik untuk waktu yang tertentu maupun untuk jangkaktu yang tidak
ditentukan lamanya.

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam mesgiéan berbagai
permasalahan yang terjadi adalah dengan menggurad@ur'an dan Sunah
Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukungydapat digunakan. al-
Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadignijgya. Sumber dasar
hukum upah salah satunya diambil dari al-Qur’an:

Firman Allah SWT:

7osally Y et g agllec agd sl g | slas Lae s 50 JSI
Y Lead ot 5 L pellac | peal] g Lty 5 Liall slall 3y IS (06
SRS
Berdasarkan pada yang termaktub dalam ayat-ay@uihn di atas,
menunjukan bahwa risalah upah teldikyari’atkan oleh Allah, dan wajib
dibayarkan sebagai kompensasi atau balasan datigesk merupakan hak
bagi pekerja atau buruh dengan cara menjunjungitimai-nilai keadilan dan
kelayakan sesuatu dengan bantuan atau tenaga ghaly diberikan oleh
pekerja atau buruh.
Dasar hukum selain diambil dari al-Quran, juga gemnbil hadis
sebagai sumber yang telah banyak menguraikan gemasalah upah sebagai

imbalan dari pekerjaan, diantaranya adalah:

’Al-Ahqaf (46) : 19.
*Had (11) : 15.
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Hadis Nabi SAW:

o aia o Laall acly by 4l il Loa il Jgus ) anial

1043 ) Cany ) J s jal juaVl) shac
Hadis-hadis di atas memberikan pemahaman bahwa mpalpakan

hak bagi pekerja sekaligus merupakan kewajiban begikan yang harus
segera membayarkan upah setelah pekerjaannyaisgillegganakan. Akan
tetapi Islam menolak anggapan bahwa keadilan dedaigka pemberian upah
adalah mendapatkan imbalan yang sama antara yangdsagan yang
lainnya, juga anggapan bahwa bekerja bukan hangsataemata untuk
mendapatkan imbalan yang bersifat materi saja, akatapi untuk

mendapatkan pahala seperti yang diungkapkan olggidS&utub sebagai
berikut :

Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedadalmn ada
kelebihan sebagian dari sebagian yang lainya, disamrealisasi keadilan
dari segi kemanusiaan. Berupa pemberian kesempatagg merata dam
meluas kepada masyarakat Islam menolak menjadilernsebagai imbalan
bagi nilai-nilai itu (bekerja) dan tidak mau menghbb (merubah-pen)
kehidupan ini menjadi sekedar nilai dengan sepotoatl, kepuasan
jasmani/sejumlah uarfg.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah m&ampaak bagi

pekerja atau buruh dan sekaligus merupakan kewajliegi orang yang

’Abu Daud Sulaiman As-Sajastani, Sunan Abi Daud, Kitab al-Ijarah, Bab Fi kasb al-
Hijam, (Indonesia: Toha Putera, tt.), IT : 137. Hadis no. 3423.

""Muhamad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Buyu’, Bab Ajr al-Ajra,
(Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), II: 84-85. Hadis No. 827.

11Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa, Afif Muhamad, cet. ke-2,
(Bandung: Pustaka, 1415 H/1994 M), him. 39.
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mempekerjakan atau majikan, upah mutlak diberikatik& pekerjaan telah

selesai dikerjakan dan bahkan sesegera mungkik dittalyarkan.

Upah dalam konsep Islam menekankan pada dua agpgl, aspek
dunia secara langsung dan aspek akhirat. Akani tethyang paling penting
adalah bahwa penekanan pada akhirat lebih diutamaka

Tujuan disyari’atkanyajarah kepada manusia adalah agar dapat saling
memenuhi akan kebutuhannya secara baik dan benanrmeaturan yang
berlaku sebagai sarana untuk mendapatkan hart& amtmenuhi kebutuhan
hidup yang sesuai dengan syari’at.

Berdasarkan beberapa pengertian upah di atas, dagda disimpulkan
bahwa upah adalah pemberian imbalan kepada pdidajatetap, atau tenaga
buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebkelapa sawit, upah pekerja
bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan h&ieshangkan gaji adalah
terkait dengan imbalan uang (finansial) yang duerioleh karyawan atau
pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sghingalam pengertian
gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawanfygtap atau tidak tetap) dan
sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Measkiilk berat antara upah

dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakalp itaukah tidak.

. Bentuk dan Syarat Upah
1. Bentuk-bentuk upah
Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa bekbeahg yang

dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi dipglat berbentuk selain
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itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bewpditk, upah dalam bentuk
uang dan upah dalam bentuk baring.
Tagiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan

menjadi*®

a. Upah (gjrun) musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam
perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkanushatisertai adanya
kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang teltdtapkan
tersebut, tidak ada unsur paksaan.

b. Upah (ajrun) misl yaitu upah yang sepadan dengan kondisi
pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja masgpadan dengan

pekerjaannya saja.

2. Syarat-syarat upah
Adapun syarat-syarat upatfagiyyudin an-Nabhani memberikan
kriteria sebagai berikut:
a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yan@ bienghilangkan

ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah

b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sésogan waktu yang

telah ditentukan dalam akad.

c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja unto&menunhi

kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dékmuk uang atau

"“Gravenhage, Ekonomi Selayang Pandang, (Bandung W .Van Hoer, 1995), hlm 17.

BTaqiyyydin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum
Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), him 803.
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barang atau jasa).

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksri sesuai
adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidakardik dan tidak
ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan tgaly dikerjakan,
tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan bangak beraneka ragam
jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak samgb Sedangkan
berharga maksudnya adalah upah tersebut dapatrdiakgan uang.

e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kelaaaya, artinya
barang-barang tersebut bukanlah baring curian, aaerg penipuan atau
sejenisnya.

f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak caoatalnya barang
pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, madak boleh

diberikan yang sudah basi atau berbau kurang s&dap.

C. Dasar, Prinsip, dan Sistem Pengupahan
1. Dasar pengupahan
Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasaetgggan upah
adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dikanadalam pekerjaan.
Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yangatikan, maka upah
buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari paddekryang merancang
bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapandggt didasarkan pada tiga

asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

“1bid.,, hlm. 89-90.
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Dalam menetapkan upah, menuiitsuf al-Qaradawi ada dua hal
yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kelnan hidup. Nilai kerja
menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkenyamaratakan
upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak memypi keahlian,
sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan kaoernieaitan dengan
kelangsungan hidup buruf.

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah ditamukan
melalui negoisasi di antara para pekerja (burutgjjkan (pengusaha) dan
negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akamitypgkan dengan
adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugasanadalah memastikan
bahwa upah ditetapkan dengan tidak telalu rendd@mgga menafikan
kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapktijdga terlalu tinggi

sehingga menafikan bagian si pengusahadari hasilgrbersamany=.

2. Prinsip-prinsip pengupahan
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik m#sslah upah
dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, iyakimnuh dan
pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ltpenuhi berkaitan
dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayattan kebajikan.
a. Prinsip keadilan
Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindaknkegrhadap

buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya daamagereka. Upah

BYusuf al-Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia
Husain, Penyuting M. Solikhin, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 233.

16Afzalurrahman, Muhammad Sebagai, hlm. 297.
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ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpashaenindas pihak
manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sehhdail kerja
sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadagk paim. Upah
kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengaman taraf
hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan tieraenuntut upah
kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikarhburu
Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan teuparya dua
model keadilan dalam pemberian upah pada huruly:yh) keadilan
disributif menuntut agar para huruh yang mengerjagekerjaan yang
sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekate@Quran
memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa miestigan
kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) keadikngahkerja,
menuntut pada para buruh untuk memberikan upah seintbang dengan
tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukemawaran dan
permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.
Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya
sebagai berikut:
1) Adil bermakna jelas dan transparan
Sebagaimana firman Allah SWT:
S g 05856 s ol UL ol 13 gl U1 Ll
L sl

'7Al-Bagarah (2): 282.
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Ske Y oY) s el s gl 1l el 00 LT
1o, s sl ) e

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat dikevahwa
prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan diatsaksi) dan
komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adakad yang
terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinpelsa pekerja
dipekerjakan, harus dijelaskan dahulu mengenais jgrekerjaan,
jangka waktu, serta besarnya upah. yang akanrddaesieh pekerja.

Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnyaPesan Nilai dan Moral
dalam Perekonorrnan Islam€menjelaskan sebagai berikut:

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atasyagiia ia
telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya sdanai
dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat degsgarat-
syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamka
yang halal atau menghalalkan yang haram. Namua,igik
membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau
sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka
sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotopghnya)
karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. $elam
mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibanggaharus
dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara ildelaam
"peraturarkerja” yang rnenjelaskan masing-masing hak dan
kewajiban kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasadi-Qaradawi di atas, dapat dilihat
bahwa upah atau gaji merupakan hak pekerja, apdigkerja
dengan baik, jika pekerja tersebut tidak benar ndalzekerja yang

dicontohkan oleh Syaikhl-Qaradawi dengan tidak bekerja tanpa

'SAl-Ma'idah (5): 1

Yy tsuf al-Qardawi, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Zainal
Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin (Jakarta: Rabbani Press 1997), hlm 405.
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alasan yang jelas maka gajinya dapat dipotong dis@suaikan.
Hal ini menjelaskan bahwa selain hak pekerja, malekerja
memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, jwda
perusahaan untuk memmperoleh hasil kerja dari jpekiengan baik.
Bahkan al-Qardawi mengatakan bahwa bekerja dergj&nrerupakan
kewajiban pekerja/ pekerja atas hak upah ydipgrolehnya. Demikian
juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahtenhak hasil
kerja pekerja pekerja yang, diperolehi{@alam keadaan masa kini,
maka aturan-aturan bekerja yang baik itu dituangtatam buku

Pedoman Kepegawaigyang ada di masing-masing perusahaan.

2) Adil bermakna proporsional,

Prinsip adil secara proposional ini disebutkan nala

beberapa firman Allah SWT, sebagi berikut:

PO shons 028" LN 0555 Vg el i (Mg Y o5 )6

2 e Lo Y] Ol o O
Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan re@gseakan

dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adatéhdan bukan

2 Ibid., hlm. 406.

! Al-Ahqaf (46):19
Y asin (36) :54

3 An-Najm ( 53) :39
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pemberian sebagai hadizh.Upah hendaklah proporsional, sesuai
dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilaealagya eksploitasi.
Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam yksid maka
selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih mawuskRemenuhan
kebutuhan dasar manusia merupakan Sistem dasarupgzran
manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengasuu yang

lainnya.

b. Prinsip kelayakan
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk mahie
kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun lagampunyai

makna sebagai berikut:
1) Layak bemakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papamadit

dari Hadis yang diriwayatkan oletbu Zar, yaitu:
Vy O gl B ot gy 0T & o genbl (Sl 02 1 Show it o0
o0yl o golS” O s L o lSS

Hadis lainnya yaitu:

**Eggy Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, (Jakarta: PPMI, 2000), hlm.
34.

2 Al-Imam Abi al-Hussain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, A/-
Jami' af—Sa]}?[z (Beirﬁt:_D_ar al-Fikri, 1981), 1I: 30, Dalam Kitab Aiman, "Bab at'am al-Mamluk
mimma Yaqul wa Libasuhu mimma Ya al-Basu wa Yaklifuhu ma Yaqlibuhu. Hadis dari Abu
Bakr Ibnu Abi Syaibah dari al-Amasy dari Maruf Ibn Sawid dari Abu Zar.
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Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahway&kan
upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 &spaitu; pangan
(makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempajatingBahkan
bagi pegawai atau pekerja yang masih belum menikaénjadi
tugas majikan yang memperkerjakannya untuk menaaritinya,
hubungan antara majikan dengan pekerja bukan haeszatas
hubungan pekerja formal, tetapi pekerja dianggdpakga majikan.
Konsep menganggap pekerja sebagai keluarga majikan
merupakan konsep Islam yang lebdlari 14 abad yang lalu
dicetuskan. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-psaigai Arab
pada masa lalu, mereka (pengusaha Muslim) seringlethperhatikan
kehidupan pekerjanya di luar lingkungan kerjanyal. irilah yang jarang
dilakukan saat ini. Agar upah memenuhi unsur kédaga maka.
setidaknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi:
a) Kebutuhan dasar, meliputi: sandang, pangan, papanudara,
dan bahan bakar.
b) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat

meningkatkan kapasitas atau produktifitas melippgindidikan,

*Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1981), III: 66, Hadis Nomor 2556, "Kitab Kharraj wa al-Imarah wa al-fa'i. Hadis dari Auza'i
dari al-Haris Ibn Yazid dari Jubair Ibn Nufair dari Mustaurid Ibn Syaddad.
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pelayanan, kesehatan, sarana komunikasi, transpdiedembagaan
sosial, dan kebebasan pendapat. Kebutuhan untuk
mertingkatkam. akses terbadap cara berproduksipearang
ekonomi, meliputi: tanah, air, modal, peluang &ergdan
berpenghasilan layak.

c) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dari kehelmaembuat
keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisighdam

politik, keamanan sosial, dan pertahanan sosial.
2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

a2 N1 3V gimd Vg e Tl ) g Y

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseoranggrkan
orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yangarsshya
diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh -tk dalam upah
bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseocaaihgdj bawah

upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip kebajikan
Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yhberikan
mendatangkan keuntungan besar kepada. buruh supiga.diberikan

bonus?®

7 Asy-Syu'ara (26): 183.
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Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkartuk
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan merskhjngga tidak
terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingamgusaha dan
buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwekad¢idak dibayar
secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerassebagai jatah dari
hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengamggmiayaan
terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa burdth amimbayar upah
buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpubawa untuk
mempertahankan upah pada suatu standar yang Wsfn memberikan
kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kegaais dengan
perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebagdvak untuk mencari
penghidupan di bagian mana saja di dalam negaraijdak ada
pembatasan sama sekali terhadap perpindahan me#aeksatu daerah ke
daerah lainnya di negara tersebut guna mencari ygoadnlebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam mteshen standar
upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benanbere kebebasan
dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekeggansaja yang sesuai
dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yangghkin dapat
menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekeajard memilih pekerjaan

atau daerah kerjanya yang sesuai.

®Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi, (Bandung; Mizan,1994), hlm. 195.
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3. Sistem pengupahan
Sistem penetapan upah dapat digolongkan kepadakg&tmanpok,
yaitu sebagai berikut:

a. Sistem upah menurut waktu, yaitu sistem pemberipahuyang
dibayarkan menurut jangka waktu yang telah dipgikan
sebelumnya.

b. Sistem upah menurut kesatuan hasil, yaitu sistembggan upah yang
hanya akan dibayarkan jika pekerja telah melakugakerjaan atau
menghasilkan pekerjaan.

c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upaly ylidasarkan
atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan ntiertesecara
menyelurutf®

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahuvdaidak ada
alasan bagi pengusaha/ majikan untuk tidak membayah bagi pekerja

atau buruhnya, sesuai dengan apa yang telah diusaha

D. Hak dan Kewajiban Pekerja
Islam dalam mengatur hak dan kewajiban terhadaperfektidak
memeberikan penjelasan dan ketentuan yang rineiradekstual baik dalam
al-Quran maupun as-Sunah, akan tetapi ada kete/kie@ntuan secara umum
yang mengisyaratkan kepada pihak majikan untuk neeikdn hak dan

kewajibannya kepada pihak buruh. Hak dan kewajibaharus dilaksanakan

M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.123.



38

oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan yridalam akad untuk
dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihagltets
1. Hak Pekerja
a.Berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemamyaan
b.Berhak atas upah sesuai dengan yang diperjanjbagi,ajir khas hak
atas upah ditekankan pada kehadirannya menyeraftkan untuk
melaksanakan pekerjaan. Sedangkan lggimusytarakhak atas upah
ditekankan pada selesainya pekerjaan.
2. Kewajiban Pekerja
a.Melaksanakan sendidri pekerjaan yang diperjanjikan
b.Melaksanakan sendiri sesuai dengan waktu yang jdipian atau
kesepakatan
c.Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, titan te
d.Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan keypada
e.Mengganti kerugian barang yang diakibatkan karenelal&an,

kesengajaan

E. Tingkatan dalam Pemberian Upah
Dalam hal tingkatan dalam pemberian upah, ada dedefaktor yang
menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbiin@s)taranya mengacu
pada bakat dan keterampilan seorang pekerja. Adpekarja intelektual dan
pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan jpeikang tidak handal,
mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selaipatbedaan upah yang

timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak erapg karena ketidaktahuan
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atau kelambanan dalam bekerja dan masth banyakalmir-laktor lainnya®

Mengenai perbedaan upah, Islam mengakui adanyadmarbngkatan pekerja.
Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemamgaanbakat yang
dimiliki masing-masing pekerja. Adapun dalil yangpetgunakan sebagai

landasannya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

sl g 13N & i Sl W s o oSang ay A8 b Lo 1 gas Y
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Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam aptein
kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan g@nk&pentingan
keduanya, Mengingat posisi pekerja atau buruh ykmgah, maka Islam
memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat mr@mum bagi pekerja
sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Upam#uajadi tanggunggung
jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upain tddak terlalu rendah
sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, nanuga jtidak terlalu tinggi
sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasam¥ itu

Tingkat upah minum ditentukan dengan memperhatik@nubahan
kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehinggandatondisi apapun
tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraaan begarupah diukur besarnya
berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga Kegjaasrkan kesepakatan

dari orang yang bertransaksi dan adakalanya dkantoleh para ahli sesuai

3%Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi
Islam, alih bahasa. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Wakaf, 1993), him.117

' An-Nisa' (4): 32.

32Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 365.
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dengan manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjtu dilakukan.

Sehingga pada suatu saat akan mengalami revisaiaegi@ngan tuntutan

jaman.

1. Tingkat upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan beradmdaisisi yang

sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingaa pekerja tidak
dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yangndé itu, Islam
memberikan perhatian dalam melindungi hak para neekeari segala
gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusabih karena itu
untuk melindungi kepentingana dari pelanggarangeku ditentukan upah
minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidiggmasuk
makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainya, sehaingekerja akan
memperoleh kehidupan yang lay&enyediaan kebutuhan pokok ini dapat

disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

M, s Yy Vg gl ¥ ol lify o5 Y L g E VT o)

Kata razmau' berarti menginginkan sesuatu dengan sangat atgatsan
merindukannya; tampaknya ini menandakan bahwa kataau’ tidak saja
mengacu pada haus karena ingin minum, tetapi jugeasa haus akan

pendidikan dan bantuan media. Dengan demikian ladatas negara untuk

33 Ibid., hlm. 366.
#Taha (20): 118-119.
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memberikan pelayanan umum atau menetapkan upalmuommipada suatu
tingkat yang membuat mereka (pekerja) mampu meni&ebhtuhannya®

Dengan demikian berdasarkan ayat di atas, dapatplikkan bahwa
pengertian yang terkandung tidak sekedar kebutubhhir saja. tetapi
mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagjaiafa pengobatan.
Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yaa) tfifasilitaskan atau
sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidakt té@arena akan
menghalangi pekerja untuk menikmati kebidupan yagpak menurut ukuran
masyarakat.

Negara mempunyai peranan Yyang sangat penting, Yaitu
memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upay gukup untuk
mempertahankan suatu tingkat kebidupan yang wajanta stidak
memperbolehkan upah di bawah tingkat minimum. Tatgkpah minimum
ini harus selalu dipantau dan sewaktu-waktu diiekesmbali untuk

melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hddlgm masyarakat.

. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakah satu faktor
upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektieaigan pekerja kasar, atau
pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak hanmtEngakibatkan
upah berbeda tingkatanya.Selain itu perbedaan tipdlul karena perbedaan

keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketilaktaatau kelambanan

3 3 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai, him. 298.
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dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-fakagtnya>® Oleh karena
itu, Islam memang tidak memberikan upah beradaadiath upah minimum
yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam jugkt membolehkan
kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihimsangsih dalam
produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjddinaikan upah yang
melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas simakn upah
tersebut. Setidak-tidaknya upah dapat memenuhi tkbbn pokok
pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan darepsaan kesejahteraan.
Pentingnya menjaga upah agar tetap berada padalimtes kewajaran agar
masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsiad@rang konsumsi.
Gambaran tentang batas upah tertinggi dapat dijdaala ayat al-Qur'an

berikut ini:

37, o L N1 Ol O

dalam ayat lainnya juga disebutkan:

1515 U iy ol Ty il Dy B 81 e Lay iy (STie Lo
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Ayat di atas, menjelaskan bahwa upah yang ditwhlt para pekerja
dari majikan harus sesuai dengan apa yang telahakeanya,
bersama kegiatan-kegiatan manusia yang berhubuerggal

ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban bagi psetmajikan untuk

**Muhamad Abdul Mannan, Ekonomi Islam., hlm.117.
37 An-Najm (53): 39
¥ An-Nahl (16): 96



43

memberikan upah yang baik dan cukup bagi Para faker agar mereka
dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkanwaabatasan
mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa tggah dikerjakan.
Adapun besarya tingkat upah maksimum pekerja aka&anvalasi

berdasarkan jasa yang disumbangkan dalam produksi.

3. Tingkat upah sebenarnya

Islam telah menyediakan usaha pengamanan untulnduoelyi hak
majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tinggah minimum atau
naiknya upah melebihi batas upah maksimum sehaausdgk terjadi.
Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan semdberdasarkan
hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yamghs tentu
dipengaruhi oleh standar hidup pekerja, kekuataktiéfdari organisasi
pekerja, serta sikap para majikan yang mencermirk@manan mereka
terhadap balasan Allah SWT.

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antajikan dan
buruh, maka upah akan berada di antara upah minigammaksimum
yang mengacu pada taraf hidup yang lazim sertaribost yang telah
diberikan para pekerja. Jika pada suatu waktu upaiimum jatuh di
bawah tingkat minimum ataupun sebaliknya, maka raegerhak melakukan
campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengatulkab saat itu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah sebga akan berkisar

antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediagpenawaran tenaga
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kerja dan dipengaruhi oleh standar hidup seharikedompok kerja, sebagai
hasilnya tingkat upah minimum dan maksimum akanetdgkan
berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dap t@@rangkak naik

sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PERMENAKERTRANS NOMOR: PER-
17/MEN/VIII/2005

A. Latar Belakang Muncul dan Isi Kebijakannya
1. Munculnya Permenakertrans

Penetapan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) mauppah
minimum provinsi (UMP) menjadi ritual tahunan. Tkdaengherankan jika
terjadi tarik ulur antar pihak yang berkepentingéajk buruh maupun
asosiasi pengusaha. Di satu pihak, para pengusabeupaya
mempertahankan hak penguasaan atas wilayah otobisss, yaitu
kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Di pihaia, | para buruh
berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup asebegpusia, yaitu
upah yang secara normatif layak bagi diri dan kejamaya.

Bagi kalangan buruh, kenaikan upah minimum tiaputatamat
dinantikan. Meskipun kenaikan yang diterima jauh Harapan, setidaknya
sedikit meringankan kesulitan hidup buruh di tengelkanan hidup yang
tinggi; sekalipun upah riil yang diterima buruhtjusturun dan makin jauh
dari standar hidup layak.

Rendahnya upah buruh di Indonesia memang bukaranspgmpol
belaka. Penelitiadrade Union Rights CentdTURC) menyebutkan pada
1997 upah minimum buruh mampu membeli 350 kg bé&lasgan harga
beras Rp 700 rupiah per kilogram pada tahun iagasgkan upah minimum

buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebah§@kkilogram
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beras (dengan asumsi harga berasRp 5.000 pert&igudi ini). Ini bermakna
upah riil buruh berkurang hampir 50 perden.

Penelitian INDOC juga menyatakan upah buruh Indenksi sangat
rendah, hanya berkisar 5% sampai 6% dari biayaussid Data yang
diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Tranmssiignenyatakan
upah buruh hanya menghabiskan 25 persen darikimt@bonen pengeluaran
perusahaan, yang 60 persen adalah biaya produkspefisen lain uang
siluman yang terus-menerus dilakukan oknum apamaepintalt:

Jika dinalar lewat aturan baru, yakni SKB empat teenkenaikan
upah minimum yang dinantikan buruh sesungguhnyaktidignifikan.
Bagaimana mungkin kenaikan upah minimum tidak beteHebihi angka
pertumbuhan ekonomi, sedangkan angka pertumbuhanoek nasional
kini jauh di bawah angka inflasi apalagi angka Keban Hidup Layak
(KHL). Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi madi®2008 yang
diprediksikan hanya sekitar enam persen sementgiaanflasi berkisar 12
persen. Bisa dibayangkan betapa menderitanya keduidiouruh ketika upah
riil makin lama makin berkurand.

Dalam hubungan industrial, kedudukan upah minimuerupakan
persoalan prinsipil. Upah minimum harus dilihat esgdd bagian sistem

pengupahan secara menyeluruh.

him. 1

hlm. 6.

'Hendro Wibowo, Ujrah dalam Pandangan Islam' dal&uompas Minggu, 15 Juni 2008,
8.

*Thsan Prasodjo, 'Penetapan Upah di Indonesia' dalam Jurnal Bistek, Vol. IX, Th. 2006,

3Hendro Wibowo, 'Ujrah dalam Pandangan Islam', hlm. 18.
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ILO dalamReport of the Meeting of Experts of 19®ényatakan hal
serupa. Upah minimum didefinisikan sebagai upatgyaemperhitungkan
kecukupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tertipggal,
pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta kelusm@asesuai dengan
perkembangan ekonomi dan budaya tiap negara.

Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimunkuliéa untuk
mengurangi eksploitasi atas buruh. Ini sesungguhingeasi kewajiban
pemerintah memproteksi buruh. Intervensi dan pgramerintah dalam
hubungan industrial adalah bentuk penguatan tephadaisi tawar yang
memang tidak seimbang antara buruh ketika berhaddgagan pengusaha.
Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang megkmkan
pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yenmgartabat. Upah
minimum dipandang sebagai sumber penghasilan béeae home pay
sebagai jaring pengamarsafety net KHL. Sebab itu, upah minimum
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seorang barbadap pendidikan,
kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Bahkan, difaungkinkan dapat
disisihkan untuk menabung.

Dalam tataran normatif, KHL merupakan standar kefam yang
harus dipenuhi seorang buruh lajang untuk dapatphldyak, baik secara
fisik maupun nonfisik dalam kurun waktu satu bulan.

Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER
17/MEN/VIII/2005 tentang tentang Komponen dan Pstalaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sekaligus sebaiyman pelaksana
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Pasal 89 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2@H8ang
Ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjadi pedonenyefenggaraan
jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukanenpen di luar
hubungan kerja yang digunakan sebagai payung hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 rgnta

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indorfestian 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dloAR79);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembrifdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndfi6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)atBean Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan PemerirdahKéwenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negarai#i&pindonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Riedndonesia
Nomor 3952); Keputusan Presiden Republik Indondkienor 107 Tahun
2004 tentang Dewan Pengupahan; Keputusan Presiglgnbik Indonesia
Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabimneionesia
Bersatu; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor (iuma 999. Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kei/R22n/2000 tentang
Upah Minimum; dan hasil Pertemuan Lembaga Kerjasahmnigartit
Nasional tanggal 24 Agustus 2005 menghasilkan B@amatMenteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentangmidonen dan

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidug.Laya
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Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturantévieni, maka
Keputusan Menteri Tenaga Nomor Kep-81/ Men/ 19%fkategy Penetapan
Komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidalaku lagi dan
untuk penetapan upah minimum tahun 2006 berdasaktdin dengan
mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan @kon

Dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005
mengamanatkan upah minimum harus berdasar padaykihlj. ditetapkan.
Ketentuan ini diharapkan dapat menjadi pedomanglenggaraan jaminan
sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjadmad hubungan kerja
yang digunakan sebagai payung hukum bagi buruh agardapatkan
keadilan dan menghindari eksploitasi terhadap byarty seringkali tidak

berdaya karena berbagai keterbatdsan.

2. Isi kebijakan Permenakertrans
Penelitian ini menyajikan analisis isi Permenalkersr Nomor: PER-
17/MEN/VII/2005 secara detail (pasal-perpasal)l Ha dilakukan untuk
mereduksi perdebatan tentang upah dan kebutuhamp Halyak buruh,
sekaligus dimaksudkan untuk menambal kajian yafah tdilakukan oleh
banyak pihak.
Adapun isi pasal-pasal Permenakertrans Nomor: PER-

17/MEN/VII/2005 adalah sebagai berikut:

*Hal ini tentu harus didukung dengan melaksanakan dengan sungguh apa yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Permenaker No. 1/1999 jo Kepmenakertrans No. 226/2000 tentang Upah Minimum dan Keppres
107/2004 tentang Dewan Pengupahan
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a. Pasal 1

Ayat (1) : Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnisradjkat KHL
adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi @efrasg
pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak bagkasa
fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 @3ddulan

Ayat (2) : Dewan Pengupahan Provinsi/ KabupateriAkolalah suatu
lembaga non struktural yang bersifat tripartit, esituk oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikararsa
serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikialam
penetapan upah minimum.

b. Pasal 2

Ayat (1) : KHL sebagai dasar dalam penetag@h minimum
merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup mimmu

Ayat (2) : KHL sebagaimana dimaksud pada éyaterdiri dari
komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Menteri ini.

c. Pasal 3

Ayat (1) : Nilai KHL diperoleh melalui swevharga

Ayat (2) : Survei harga sebagaimana dimdksada ayat (1)
dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur triparjiang
dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi ten/a
Kabupaten/Kota.

Ayat (3) : Dalam hal di Kabupaten/Kota brlterbentuk Dewan
Pengupahan, maka survei harga dilakukan oleh ting ya
dibentuk oleh Bupati/ Walikota setempat.

Ayat (4) : Unsur Tripartit sebagaimana disiad pada ayat (2) yang
mewakili Pemerintah harus mengikutsertakan BadasatPu
Statistik setempat.

Ayat (5) : Survei harga KHL dilakukan dengaenggunakan
pedoman sebagaimana pedoman sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l Peraturan Menteri ini.

d. Pasal 4
Ayat (1) : Berdasarkan hasil survei harglaagiaimana dimaksud

Dalam Pasal 3 ayat (5) Dewan Pengupahan atau
Bupati/Walikota setempat menetapkan nilai KHL



Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

e. Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

f. Pasal 6
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: Nilai KHL sebagaimana dimaksudipayat (1)
Digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangamdal
penetapan upah minimum

: Penetapan upah minimum sebagaandamaksud pada ayat
(2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerjangu
dari 1 (satu) tahun

: Upah bagi pekerja/buruh dengasanieerja 1 (satu) tahun
atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pakmiruh
atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusiha
perusahaan yang bersangkutan

: Dalam hal Gubernur menetapkarhup@imum Provinsi,
maka penetapan upah minimum didasarkan pada rnai K
Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersarmgkut
dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan
ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal

: Produktivitas sebagaimana dinuakpada ayat (5)
merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga
kerja pada periode yang sama

: Pertumbuhan ekonomi sebagainthmaksud pada ayat
(5) merupakan pertumbuhan nilai PDRB

: Pencapaian KHL dalam penetapgaahuminimum
dilaksanakan secara bertahap

: Tahapan pencapaian KHL sebagaamdimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

: Dalam menetapkan tahapan penaagéHL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan kondi
pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (mdjgtha
Provinsi/Kabupaten/Kota/serta saran dan pertimbacigai
Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota

"Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, makawusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor KEP. 81/MEN/1995 tentang Peretdfomponen
Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlakgila
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g. Pasal 7

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggtatdpkan”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka didgetahui bahwa
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 dalamnetapkan upah
minimum terdiri dua hal pokok penting yakni bataga#lL dan harga survei
pasar. Hal ini tampak dengan jelas dalam PasadalP dan Pasal 3.

KHL yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas sebagashatstandar
kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh seorakgrjgé buruh lajang
untuk dapat hidup layak baik secara fisik, nonkfisian sosial untuk
kebutuhan 1 (satu) bulan. Pasal 2 ayat (1)-nya Kihjhdikan batasan
penetapan upah, sedangkan dalam Pasal 3 ayat d1ikHy. diperoleh
melalui survei harga atau harga pasar.

Memahami keseluruhan isi Pasal-Pasal Permenakeriaatas, tidak
bisa lepas dari pasal perpasal (seperti dalam Padah Pasal 6). Dengan
demikian, maka dapat diketahui batasan KHL sebpgaétapan upah yang
dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penetapan upah minimum berasal dari nilai KHL sebalgh satu bahan
pertimbangan di samping hasil produktivitas daiymebuhan ekonomi..

b. Dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005ugg
disebutkan bahwa nilai KHL diperoleh melalui surdegrga (Pasal 3)
yang dilakukan Tim yang dibentuk oleh Dewan Pengapatau Bupati/

Walikota. Tim ini terdiri dari unsur Tripartit deag mengikut-sertakan
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BPS setempat. Dari hasil temuan ini akan ditindgkta kepada
Gubernur, Walikota atau Bupati

c. Mengenai besarnya upah minimum ditetapkan oleh fAubeDalam hal
Gubernur menetapkan UMP, maka penetapan upah nmmididasarkan
pada nilai KHL Kabupaten/ Kota terendah di proviyesng bersangkutan
dengan pertimbangan produktivitas, pertumbuhan @kon dan
memperhatikan usaha yang paling tidak mampu (mal)gin

d. Tahapan pencapaian KHL tersebut ditetapkan Gubertemgan
memperhatikan, di antaranya kondisi pasar kerjahaisyang paling
tidak mampu (marginal) di Provinsi/ Kabupaten/ Kotian saran dan
Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi/ Kabupkitea/

Dengan demikian, Peraturan Menakertrans Nomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaarahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang ditetapl@adustus 2005 ini
adalah bahwa KHL merupakan standar kebutuhan yaamgshdipenuhi
seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidypk, baik fisik,
nonfisik, dan sosial, selama satu bulan. Seorarkgrze dianggap hidup
layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3.@0f¥ikper hari.

Mampu memenuhi kebutuhan 3.000 kalori per harirdaReraturan
Mennakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 yang &eldihitung, yaitu

makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikesehatan,

SPasal 4
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transportasi, serta rekreasi dan tabungan atau sangg disebut dengan
tujuh komponen kebutuhan dasar hidup layak.

Berdasarkan ketujuh komponen yang dimaksudkan dalam
Permenakertrans tersebut, bahwa komponen utamasgdaig berubah dan
menyebabkan nilai UMP selalu naik adalah makanamumman, dan
transportasi. Inflasi menjadi penyebab ketiga fakitu selalu berubah.
Apabila tingkat inflasi tetap, nilai KHL tentu reifastabil dari tahun ke
tahun. Dengan demikian, nilai KHL tahun berjalamgalihitung Dewan
Pengupahan sebelum menentukan upah minimum tahdkutbga pun
menjadi relatif stabil.

Pemerintah sebenarnya memang sudah berupaya matgandarga
beras lewat operasi pasar dan instrumen pelayamamimuPerum Bulog.
Namun, inflasi karena kenaikan ongkos transportalsih membuat nilai
KHL tetap tinggi. Oleh karena itu, pemerintah skbga terus mencari jalan
mengendalikan KHL lewat harga pasar.

Upaya mengendalikan kenaikan upah minimum hanyan aka
membentur tembok. Bukan rahasia lagi kalau sejekskt998 buruh belum
pernah menikmati upah sesuai KHL. Tahun 2008, kigai provinsi yang
menetapkan upah minimum sesuai KHL, yakni Sumatdtara (105

persen), Kalimantan Selatan (104 persen), dan @slalenggara (109,3
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persen). Masih banyak provinsi yang menetapkan apaimum di bawah
KHL, seperti Sumatera Selatan (67,5 persen) daa Jamur (98,6 perserf).

Kondisi ini membuat buruh selalu menantikan bes&emaikan upah
minimum provinsi setiap akhir tahun. Walau secatanilai upah mereka
tidak naik, kenaikan nominal upah yang diterimaasudukup melegakan
hati kaum buruh. Sebagaimana yang dikatakan Pregidefederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silabamwa wakil serikat
buruh di Dewan Pengupahan Daerah selalu mempekaanggar upah
minimum disetarakan dengan nilai KHL. Namun, kongisrekonomian
yang belum menggembirakan seperti sekarang menkabdenaikan upah
minimum yang disepakati belum sesuai harepan.

Kondisi itu membuat buruh sulit merelakan upah munin mereka
yang di bawah KHL dipotong lagi di saat krisis. I€eayaan buruh
terhadap pengusaha pun rendah karena sebagianspaagidak membayar
utuh dan enggan menyertakan mereka dalam Jamsdééskirut Rekson,
lemahnya pengawasan ketenagakerjaan menyebabkayakbagpraktik
penyimpangan terhadap hak-hak buruh, terutama perdra upah dan
kepesertaan Jamsostek. Padahal, dua hal itu didhgang-undang.

Seharusnya pihak yang melanggar dapat dikenai ispidlesa®

Yanuar Rizky, "Menyikapi Permenakertrans Nomor Per 17/ Men/ VIII/ 2005 tentang
Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL", dalam Makalah tanggal 14 Februari
2008, him. 1.

"Rekson Silaban, 'Dewan Pengupahan Daerah' dalam Kompas, tanggal 23 Mei 2008, hlm.
19.

8 Ibid.
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Buruh melihat upah minimum sebagai harga mati karen
implementasinya sering menyalahi aturan. Semestioggah minimum
hanya untuk buruh lajang yang baru bekerja. Namada, pengusaha yang
menjadikan upah minimum sebagai acuan penetapabwgah. Jika buruh
tersebut berstatus karyawan tetap, tentu lambat $@suai masa kerja dia
seharusnya mengalami kenaikan upah, mengikutisinfdamun, bagaimana
jika dia hanya buruh kontrak yang harus siap tidgbakai lagi, untuk
minggu, bulan atau tahun depannya?

Lemahnya pengawasan pun menyebabkan buruh selajadanbulan-
bulanan. Meski demikian, buruh tidak mampu berbbahyak karena
potensi menjadi penganggur baru selalu "mengancatidp saat. Menurut
laporan Ketenagakerjaan Organisasi Buruh InternakiqInternational
Labour Organization/ ILO), berjudulltend Ketenagakerjaan dan Sosial di
Indonesia 2008 sedikitnya 52,1 juta orang dari 108 juta peketigak

mampu keluar dari jurang kemiskinan.

B. Penetapan Upah Minimum
Berdasarkan hasil amandemen Undang-undang Dasé&r diSdbutkan
bahwa ‘Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengan yang
layak bagi kemanusia&t® maka dengan demikian upah layak merupakan hak

warga negara untuk bisa hidup layak.

? Ibid., hlm. 19.
""UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)
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Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dayatiakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atawbeperkerja kepada
pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dinyatakan merawatu perjanjian kerja,
kesepakatan, peraturan perundang-undangan, terrmmagakgan bagi pekerja/
buruh dan kelurganya atas suatu pekerjaan dan@dawang telah atau akan
dilakukan. Maka ini sebagai bukti bahwa upah mekapahak pekerja yang
telah diatur dalam perjanjian atau peraturan undart@ng.

Pengaturan upah pada hakikatnya bertujuan untukbeekan proteksi
kepada pekerja atas hubungan kerja yang tidak seigpbdi mana buruh/
pekerja menjadi subordinat dari pengusaha. Untuksejajarkan kedudukan
buruh/ pekerja di hadapan pengusaha, maka penteripan telah
mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2004 tgnkaienagakerjaan.
Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pekedari perlakuan
pengusaha yang semena-mena dalam membayar upahmetakukan
eksploitasi kepada pekerja/ buruh. Namun kenyatgarproteksi yang
dilakukan pemerintah melalui UU tersebut tidak @enerta ditaati oleh
pengusaha. Masih banyak kasus yang menunjukan daerbgeraturan
dilanggar oeh pengusaha, antara lain: pembayarah Wb bawah upah
mimimun, pembayaran upah lembur yang tidak seseagah aturan. Hal ini
disebabkan karena ketidaktahuan kedua belah pidwakednahnya pengawasan

pemerintah terhadap perlakuan perusahaan. Mekanikomrol tidak
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dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pihak yangngatirugikan adalah
pihak pekerja. Mereka menanggung beban pahit éaritungan perusahash.

Melihat kondisi tersebut, yang menjadi pertanyadalah bagaimana
pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomtahi® 2003 tentang
ketenagaerjaan tersebut? Untuk menjawab hal ini epatah juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan nsimgrasi
(Permenakerans) Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005, sebagaian pengaturan
dalam pelaksanaan Pasal 89 Undang-undang Nomaoaliitth12003.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dijelaskan &aliwntuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghiduparg yayak bagi
kemanusiaan sebagaimana di maksud dalam ayat ifigripgah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerfaengupahan yang dimaksud
adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) serta upah lemfang harus diterima

pekerja. Berikut ini akan diuraikan penjelasannya.

1. Kewenangan penetapan upah minimum
Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan elattialstik ke
desentralisasi, maka penguatan penyelenggaraan ripgghan yang
meletakkan pelaksanaan pada Pemerintahan ProdnsKdbupaten/ Kota
diatur sedemikian rupa sesuai dengan Undang-un@iiorgor 22 Tahun

1999 (yang kemudian direvisi dengan Undang-undaong® 32 Tahun

"Dafiq Syahal Manshur, 'Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia'
dalam http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=318, diakses
tanggal 11 Maret 2009.

"’Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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2004 tentang Pemerintah Daerah), berikut beberaperatysan
pelaksanaannya.

Dalam kaitan ini, pembagian kewenangan dalam bidang
ketenagakerjaan juga mengalami perubahan secardfikgig sehingga
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota perlu mamg&an dan
mengakses pembagian kewenangan tersebut melalbadaer kebijakan
oprasional secara praktis dan tepat, dengan menlkampaparat yang
memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengaangitLigasnya.

Secara yuridis pelaksanaan kewenangan bidang ketesigaan di
Provinsi menurut Pasal 3 ayat (5) butir 8 Perati*amerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propegeisagai Daerah
Otonomi ditentukan pembagian kewenangan, yakniefa@an pedoman
jaminan kesehatan purnakerja; dan penetapan semtgawasan atas
pelaksanaan upah minimurh.

Demikian pula disebutkan Undang-undang Nomor 13umaB003
tentang Ketenagakerjaan menegaskan batwgsh minimum ditetapkan
oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi BeRengupahan
Provinsi dan/ atau Bupati/ Walikof4

Secara hukum jelas bahwa kewenangan penetapan rapéamum
berikut pengawasan atas pelaksanaanya berada gaderiftah Provinsi

dan dalam hal ini Gubernur, yang sebelum pelaksamdanomi daerah

" Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan: Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 41.

“pasal 89 ayat (3)
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penetapan upah minimum menjadi kewenangan PenteriRtssat (c.q
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Kendatiglemikian, karena
adanya ketentuan mengenai prosedur dan mekanismetapan upah
minimum, maka Gubernur tidaklah serta-merta langsmenetapkan upah
tersebut.

Mengenai ketentuan tentang prosedur penetapanmijpgéimum secara
teknis diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kiiganor Per-01/ Men/
1999 tentang Upah Minimum, yang disempurnakan denigaputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kept2d6n/ 2000, dan
kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Tenagj ldan Transmigrasi
Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen danlaRsanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tragrssii Nomor
Per-17/ Men/ viii/ 2005 tentang Komponen dan Pelaksan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, pembahasan @aglanblain dari bab

ini.

2. Dasar pertimbangan dan pedoman penetapan upah mimum
a. Dasar pertimbangan penetapan upah minimum
Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan apadral
secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurwl RBa$eraturan
Menteri Tenaga No. Per-01/ Men/ 1999 sebagai bettku

1) Penepatan UMP dan UMK dengan mempertimbangkan:

"SLihat Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga No. Per-01/ Men/ 1999.
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a) Kebutuhan hidup minimum (KHNP

b) Indeks harga konsumen (IHK)

c) Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan pearsa

d) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertdah antar
daerah

e) Kondisi pasar kerja

f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendajpeikapita

2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral ProvikdiSP) dan Upah
Minimum  Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK), di samping
mempertimbangkan butir 1 di atas, juga mempertirgkan
kemampuan perusahaan secara sektoral.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Mergeaga dan

Transmigrasi Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 ditegaskaahwa:

Dalam hal Gubernur menetapkan UMP, maka penetapsin U
didasarkan pada nilai KHL Kabupaten Kota terendaPvinsi
yang bersangkutan dengan mempertimbangkan prodaktiv
pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidakpna’

b. Pedoman penetapan upah minimum
Pedoman Penetapan Upah Minimum ini berdasarkantupana

Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/ Men/ 1999 tegtadpah

Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 3magrasi

'Mengenai pembahasan 'kebutuhan hidup minimum' yang kemudian ditingkatkan menjadi
'kebutuhan hidup layak (KHL) ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

"Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi No. Per 17/ Men/ VIII/ 2005
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Nomor Kep-226/ Men/ 2008 bahwa Pedoman Penetapan Upah

Minimum diatur sebagai berikut:

1) Gubernur menetapkan besaran Upah Minimum Propias Upah
Minimum Kabupaten/ Kota. (Pasal 4 ayat (1) Keputuddenteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/ M@0

2) Penetapan Upah minimum Kabupaten/ Kota haruih lbbsar dari

Upah Minimum Propinsi (Pasal 4 ayat (2) Keputusanidri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/ Men/ 2000)
Keharusan nilai upah minimum Kabupaten/ Kota lebdsar dari
Upah minimum Propinsi tidak ditetapkan secara tebaberapa
persen, hal ini berarti memberikan keleluasaan d@&p®ewan
Pengupahan Kabupaten Kota dalam merumuskan besgpah
minimum Kabupaten/ Kota.

3) Dalam menetapkan upah tersebut berdasarkannusliala komisi
penelitian pengupahan dan jaminan sosial dewann&gédkerjaan
daerah (Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri TenaggaKdan
Transmigrasi No. Kep-226/ Men/ 2000)

4) Komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosd@wan
ketenagakerjaan daerah dalam merumuskan usulan t dapa

berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandanty gBasal 8 ayat

""Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/ Men/ 2000 tentang
Perubahan Pasal 1 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 8 Pasal 11 Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-01/ Men/ 1999 tentang Upah Minium



63

(2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigxasi Kep-226/
Men/ 2000)

5) Usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan JamBasial Dewan
Ketenagakerjaan daerah disampaikan kepada Gubemmelgalui
instansi atau lembaga yang bertanggungjawab di nbida
ketenagakerjaan di Provinsi (Pasal 8 ayat (3) Kegart Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/ Men/f0200

6) Selain Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ K&@abernur dapat
menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kalbeq Kota
berdasarkan kesepakatan organisasi perusahaan ndeseyakat
pekerja/ serikat buruh (Pasal 4 ayat (3) Keputug@mteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/ Men/ 2000)

7) Besaran upah minimum sektoral (Pasal 5 PeratMiameri Tenaga
kerja No. Per-01/ Men/ 1999) ditetapkan: UMSP hdrish besar
sekurang-kurangnya 5 % dari UMP dan UMSK harushldixesar
sekurang-kurangnya 5 % dari UMK

8) Waktu penetapan upah minimum selambat-lambatiigiksanakan
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep-226/
Men/ 2000):

a) 60 hari untuk UMP sebelum tanggal pemberlak@asdl 4 ayat [4]

b) 40 hari untuk UMK sebelum tanggal pemberlakuasél 4 ayat

[5]
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9) Peninjauan upah minimum Propinsi dan Kabupafet# dilakukan 1
(satu) tahun sekali (Pasal 4 ayat (7) Keputusantdliemenaga Kerja

dan Transmigrasi No. Kep-226/ Men/ 2000).

3. Asas- asas pengupahan
Beberapa asas pengupahan yang telah diatur daldamgrundang
ketenagakerjaan terinci sebagai berikut:

a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubukgga dan
berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasat&tupean Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).

b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi updi pekerja/
buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaamgasama (Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentarigppé@ngan Upah).

c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidakakekan pekerjaamo
work no pay(Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tah08)20

d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendahkdgntuan upah
minimum (Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomort@rt 2003).

e. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan upamgaa tetap, dengan
formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upabk@k dan
tunjangan tetap (Pasal 94 Undang-undang nomoril@ t2003).

f. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruhnieakesengajaan atau
kelalaian dapat dikenakan denda (Pasal 95 ayatU(idang-undang

nomor 13 tahun 2003).
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g. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiamerygakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan dendaaisaengan
persentasi tertentu dari upah pekerja/ buruh (Fe#salyat (2) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003).

Demikian mengenai asas-asas pengupahan yang dddlam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, baikandalPeraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungpah maupun

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketereagein.
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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMENAKERTRANS

NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005 PASAL [1] AYAT [1] DAN [2]

Persoalan buruh tidak berhenti hanya pada bulan Mei setelah peringatan
Hari Buruh Dunia (May Day) pada 1 Mei. Buruh turun ke jalan memperjuangkan
haknya terus saja berlangsung.

Secara ekonomi, nasib pekerja 'kerah putih' tetap menyedihkan. Upah yang
diterima hanya cukup untuk kebutuhan sepuluh hari dalam sebulan dengan beban
kerja yang sangat berat. Sementara pekerjaannya tanpa masa depan yang pasti.
Setiap saat bisa saja terkena PHK tanpa tahu alasannya dan tidak jelas
pesangonnya.

Dalam situasi yang demikian tertekan, seolah tidak ada pembelaan dari
pihak mana pun. Pemerintah yang selama ini diharapkan kepeduliannya
cenderung lebih memihak pengusaha. Permenakertrans Nomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak, yang dianggap menjadi payung hukum, justru makin
memojokkan posisi buruh. Nilai kebutuhan hidup layak sebagai dasar atau
pedoman penetapan upah minimum, semakin tidak jelas pelaksanaannya,
ditambah semakin tingginya tingkat inflasi. Satu sisi buruh ingin mendapat upah
tinggi karena sudah merupakan haknya, di sisi lain pengusaha ingin memberikan

upah yang rendah, karena menjadi beban produksi.
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Dewan pengupahan — berdasarkan tripartit — pun justru belum memihak
kepada kepentingan buruh, sehingga survei pasar atau harga yang dilakukan
hanya sebagai agenda kosong, untuk menentukan nilai KHL, pada akhirnya
mempengaruhi penetapan upah minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

Kemudian bila dipahami secara seksama Permenakertrans Nomor: PER-
17/MEN/VIII/2005, dalam pelaksanaannya pemerintah masih memakai cara
pandang kapitalistik terutama memandang relasi buruh-pengusaha dalam
menetapkan besarnya upah. Buruh di sini sekadar dianggap sebagai faktor
produksi yang diupah dengan murah dan tenaganya dieksploitasi hingga habis.
Cara pandang yang demikian merupakan pandangan yang harus dikoreksi.
Bagaimana hukum Islam memandang keberadaan Permenakertrans Nomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan
Hidup Layak. Jelas di sini intinya berkaitan dengan buruh, relasi buruh-majikan
dan besarnya upah buruh, sehingga betul-betul tercapai pelaksanaan pencapaian
kebutuhan hidup layak, sebagaimana yang dimaksud dalam Permenakertrans
tersebut? Berikut ini akan dijelaskan tinjauan hukum Islanerhiadap
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentakgpmponen dan
Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Sebelum jauh membahas tentang tinjauan hukum Istemhadap
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005, adékmga dilihat terlebih
dahulu substansi Permenakertrans tersebut. Dengamnkidn dapat diketahui
bagaimana arah dan tujuan permenakertrans ini setakan komponen dalam

tahap pencapaian kebutuhan hidup layak.
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Ada dua hal pokok penting yang dapat dipahami padéstansi
Permenakertrasn Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 inijtyatentang wewenang
dan mekanisme penetapan upah dan kebutuhan hidggk. |&8Berikut ini

penjelasnnya

A. Wewenang Penetapan Upah Minimum

Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke
desentralistik, maka penguatan penyelenggaraan pemerintah yang meletakkan
kewenangan pelakasanaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
diatur sedemikian rupa sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999
(yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), berikut
beberapa peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini pembagian kewenangan
dalam bidang ketenagakerjaan juga mengalami perubahan secara signifikan,
sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota perlu menyesuaikan dan
mengakses pembagian kewenangan tersebut melalui berbagai kebijakan
operasional secara praktis dan tepat, dengan menempatkan aparat yang
memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Secara yuridis pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan di
Provinsi menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
ditentukan pembagian kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja; dan
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2. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum'

Demikian pula dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: Upah minimum ditetapkan Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/ Walikota*

Secara hukum jelas bahwa kewenangan penetapan upah minimum
berikut pengawasan atas pelaksanaannya berada pada Pemerintah Provinsi —
dalam hal ini Gubernur — yang sebelum pelaksanaan otonomi daerah
penetapan upah minimum ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (c.q.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Kendatipun demikian, karena ada
ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme penetapan upah minimum, maka
Gubernur tidaklah serta-merta langsung menetapkan upah minimum tersebut.

Pada dasarnya ketentuan tentang prosedur penetapan upah minimum
secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 1999
tentang Upah Minimum, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 266 tahun 2000. Baru kemudian
disusul dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Dasar pertimbangan penetapan upah menurut Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005¢bagai berikut:

'Lihat Pasal 3 ayat (5) butir 8 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

? Pasal 89 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum

Kabupaten/ Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:

1) Nilai kebutuhan hidup layak (KHL);’

2) Tingkat produktivitas dari hasil perbandingan antara jumlah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada
periode yang sama (Pasal 4 ayat [6]);

3) Tingkat pertumbuhan ekonomi dari hasil pertumbuhan nilai PDRB;

4) Kondisi pasar kerja;

Keempat hal di atas telah ditegaskan dalam Permenakertrans No.
17 Tahun 2005 berikut ini:

Dalam hal Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi, maka

penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/

Kota terendah di Provinsi yang bersangkutasn dengan

mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan

usaha yang paling tidak mampu (marginal).’

b. Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK), di samping
mempertimbangkan butir 1 di atas, juga mempertimbangkan
kemampuan perusahaan secara sektoral;

Apabila disimpulkan dengan mengacu Pasal 89 dan Pasal 98 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans No. 01/1999 tentang

Upah Minimum, dan Kepmenakertrans No. 266/ 2000, mekanisme penetapan

*Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan peninggkatan dari Kebutuhan hidup
minimum (KHM) berdasarkan Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum

*Pasal 4 ayat (5) Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
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upah minimum dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau Bupati/ Walikota. Untuk lebih
jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar I:

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Usulan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Plenoabew
Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan be desmgzk:
1. Kebutuhan Hidup Minimum
. Indeks harga Konsumen

Dewan Pengupahan

1

2. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusapaal

3. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dt&ar an
daerah N

Provinsi menyampaikan

UMP X
rekomendasi atau usul

kondisi pasar kerja dan kepada Gubernur

Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan pe
kapita A A

ok

- Disepakati oleh organisasi perusahaan dan serigkerig/ buruh

UMSP (|  tingkat provinsi
- Disamping mempertimbangkan ke 6 aspek di atas, jagpek

kemampuan perusahaan secara sektoral.

- Usulan dibahas dan diputuskan dalam rapat Plenoabe®Rengupahar
UMK Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan beberggk asperti UMP
- Direkomendasi oleh Bupati/ Walikota

- Disepakati oleh organisasi perusahaan dan sefikat v
UMSK ,|  pekerja/ buruh tingkat Kabupaten/ Kota Gubernur menetaokah
- Disamping mempertimbangkan ke 6 aspek di atas, Juga P

Keputusan UMP/
UMSP dan UMK/
UMSK

aspek kemampuan perusahaan secara sektoral
- Direkomendasi oleh Bupati/ Walikota

SumberUndang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga#&ey|
Permenakertrans No. Per-01/Men/ 1999 tentang Udatimum dan
Kep.MenakerNo. Kep-226/ men/ 2Q@dmodifikasi)
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral
Provinsi (UMSP) oleh Gubernur setelah adanya usulan/ rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi;

b. Penctapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) oleh Gubernur setelah adanya usulan/
rekomendasi Bupati/ Walikota, yang disampaikan melalui Dewan
Pengupahan Provinsi;

C. Khusus mengenai rekomendasi penetapan UMSP atau UMSK harus
berdasarkan kesepakatan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat

buruh.

1.Tanggung Jawab Negara Mengatasi Masalah Ketenagaljaan.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakjggm
mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro denganjalankan apa
yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Poltkonomi merupakan tujuan
yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai Kednjauntuk mengatur dan
menyelesai-kan berbagai permasalahan hidup madakien bidang ekonomi.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagaijédedn yang menjamin
tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (Primiep individu

masyarakat secara keseluruhan, disertai adanyaganyang memungkinkan
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setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutupatengkap (sekunder
dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup smnislam
memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggotyarmaliat dengan
fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebad&idu (pribadi), bukan
sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalémakenegara. Hal ini
berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan keantsecara individual
dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, baga@magar setiap individu
masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan poledaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapatemodi kebutuhan
pelengkap (sekunder dan tertier). Bukan sekadaringleatkan taraf hidup
secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejedn seluruh anggota
masyarakat (GNP). Dengam demikian, aspek distrilmagigatlah penting
sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setidpidn telah terpenuhi
kebutuhan hidupny.

Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaantanen
ekonomi kepada manusia, Allah SWT. telah mensyamthukum-hukum
tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. pduapada saat
mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jamipancapaian
kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semuangamiharus

direalisasikan dalam sebuah negara yang memilikd@agan hidupway of

®  wisnu Sudibjo, “Syariat Islam dalam Persoalan Tartagrja”, dalam

http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/22/syas@m-dalam-persoalan-tenaga-kerja/.
Diakses tanggal 26 Nopember 2009.

® . Ibid
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life) tertentu. Oleh karena itu, sistem Islam mempédaat hal-hal yang
menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam ale@&sikan jaminan
kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.

a.Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Yang termasuk dalam kebutuhan pokok (primer) dglandangan Islam
mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tetenipa pangan, sandang
dan papan, serta kebutuhan terhadap jasa-jasatterteerupa pendidikan,
kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin tercapgiegyegenuhan seluruh
kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (mudin nonmuslim) secara
menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang nmajaga.

Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok malsg menurut
Islam negara menetapkan suatu strategi politik yaargs dilaksanakan agar
pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baikre&Sgeais besar strategi
pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemerkafiatuhan pokok
yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berigza [Ralam hal ini
dibutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan pokok betgrang sandang,
pangan, dan papan; serta strategi pemenuhan kelufpdkok berupa jasa
keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengelompakkdiakukan karena
terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pearekebutuhan pokok,
serta antara kebutuhan yang berbentuk barang dgagarberbentuk jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa baraegara

memberikan jaminan dengan mekanistgak langsungyakni dengan jalan

’..Ibid.
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menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjaenpenuhi kebutuhan

tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan pemenkéfaunmuhan jasa pokok

dipenuhi dengan mekanism&angsung yakni negara secara langsung

memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangamjasg dan
Papan)

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhantikbbn pokok
pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah rpkaetheberapa hukum
untuk melaksanakan strategi tersebut. Adapun gtragemenuhan
kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahsymistengan kebutuhan
dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan stragebut. Tahap-tahap
strategi tersebut adalah:

a). Memerintahkan kepada setiap kepala keluargslgkerja.
Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin digérol
kecuali manusia berusaha mencarinya. Islam mendonwenusia agar
bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. BahkamIsidah menjadikan
hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Baragakt yang telah

memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SBéffirman:
483, e 1S5 LeaSlie (8 sdald Y gl (i V) aSD x5 s

8 il 4 g

§ Al-Mulk (67) : 15.
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A Qb e ) g3l 5 G Y 815 il 3lal) Canal 13
2oy salit aSlal ) IS A )5 S
aliad (e ) a5 o paly 48 il 5 il ) AS1 A 3 A

100 9S40 aSlal

Nas-nas di atas juga memberikan penjelasan keptjd&hwa
pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upapangkatkan
kesejahteraan hidup manusia adalah tugas indivtidusendiri, yakni
dengan “bekerja”.

b). Negara menyediakan berbagai fasilitas lapakga@a agar setiap orang
yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupangncari
pekerjaan, tapi ia tidak memperoleh pekerjaan, lp@daampu bekerja
dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, magara wajib
menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikaadparfasilitas agar
orang Yyang bersangkutan dapat bekerja untuk menoafkah
penghidupan. Sebab, hal tersebut memang menjadguag jawab
negara

Al-Badri (1992), menceritakan bahwa suatu ketika Amirul

Mukminin, Umar bin Khathab r.a. memasuki sebuahjichas luar waktu

?. Al-Jumu’ah (62):10.
1. Al-Jasiyah (45):12.
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shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yaedasg berdoa
kepada Allah Swt. Lalu, Umar r.a. bertarfy)gpa yang sedang kalian
kerjakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedaibgik bekerja?,
Mereka menjawab,“Yaa Amirul Mukminin, sesungguhkgeni adalah
orang-orang yang bertawakal kepada Allah Swt.” Mengar jawaban
tersebut, maka marahlah Umar, seraya berkata,“Kaladalah orang-
orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bataveyit tidak akan
menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian, Umargusir mereka
dari masjid, tapi memberi mereka setakar biji-bmiaBeliau katakan
kepada mereka,“Tanamlah dan bertawakallah kepadah&1*

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwabweatas
Waliyyul Amri(pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaadéep
para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerjashdedwajiban negara
dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadaglipanaan dan
pengaturan urusan rakyat. itulah kewajiban yarghtelitetapkan secara
syar’i, dan telah diterapkan oleh para pemimpinanggslam (Daulah
Islamiah), terutama di masa-masa kejayaan dan lextamgyan

penerapan Islam dalam kehidupan.

1 A.A.Al-Badri,. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islaralih bahasa Kamaludin

(Jakarta: Penerbit Gema Insani Press1992). him 67.
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c). Memerintahkan kepada setiap ahli waris atawabadr terdekat untuk
bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok oraaggoitertentu
jilka ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mammemenuhi
kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaabetbagai
fasilitas pekerjaan, tapi seorang individu tetagaki mampu bekerja
sehingga tidak mampu mencukupi nafkah anggota kgdugang menjadi
tanggung jawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibleha kepada para

kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman AR . :

dcliz ) iy o 3 ) el lelS Gl sa cadY §f Gaza i gl
V) s QIS Y g prally (g0 0S5 g8 ) A 2l sall e
Jie &yl Ao gl al aslon Vs laalgrsall g Leat ¥ Leans
it

Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa adanyajkeamsatas
ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkghala orang tuanya
(yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kelartoiia. Maksud
“al waarits” pada ayat tersebut, tidak hanya orang yang telatdapat
warisan semata, tetapi semua orang yang berhak apahdvarisan

dalam semua keadaan.

12 Al-Bagarah (2):233.
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Jika ada yang mengabaikan kewajiban nafkah kepaaiago
orang yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkdrerikemampuan
untuk itu, maka negara berhak memaksanya untuk mkaln nafkah
yang menjadi kewajibannya. Hukum-hukum tentang afafini telah
banyak diulas panjang lebar dalam kitab-kitab fejam.

d). Negara secara langsung memenuhi kebutuhan mpasgadang, dan
papan dari seluruh warga negara yang tidak mampumganbutuhkan

Menurut Islam negaraéitul ma) berfungsi menjadi penyantun
orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan peateradalah
pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalamnhalegara akan
diminta  pertanggungjawaban terhadap rakyat yang jaden
tanggungannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kpakdividu
masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhanngears
sempurna—baik karena mereka telah berusaha, dagi ¢ukup (fakir dan
miskin), maupun terhadap orang-orang yang lemahcdaat yang tidak
mampu untuk bekerja—maka negara harus menempuladagrizara

untuk memenuhi kebutuhan hidup meréka.

¥ Reza Rosyadi,’Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjadalam, http:/jurnal-
ekonomi.org/2004/05/03/solusi-islam-atas-masalabragakerjaan/, diakses tanggal 26
Nopember 2009.
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Negara dapat saja memberikan nafkiahitul mal tersebut
berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiparii,sdan diambil

oleh negara dari orang-orang kaya, sebagaimanarfidiiah SWT:
AiBa ) agale Jia s et agS 555 ab jghali ABaa agll sal (e 22
145.419 A A 4 NJ OSa

Dalam hal ini negara berkewajiban menutupi kekuaangu dari harta

bendaBaitul Mal (di luar harta zakat) jika harta benda dari zaikiak mencukupi.

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manas@ y
harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat mskep diri dari dua
kebutuhan itu. Oleh karena itu, Islam menjadika@a thal itu sebagai
nafkah pokok yang harus diberikan kepada orangepsamng menjadi
tanggung jawabnyaDemikianlah, negara harus berbuat sekuat tenaga
dengan kemampuannya, sesuai dengan ketentuantkaielstam, yang
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meninkeyk
dinikmati oleh setiap individu yang tidak mampu aibrkemaslahatan
itu.

Sebagai jaminan akan adanya peraturan pemenuhaanuru
pemenuhan kebutuhan tersebut, dan merupakan sedliséutan syariat
Islam, Umar bin Khathab telah membangun suatu rugsatg diberi
nama“daar ad daqiiq” (rumah tepung). Di sana tersedia berbagai jenis

tepung, kurma, dan barang-barang kebutuhan lainygmag tujuannya

14 At-Taubah (9):103.
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menolong orang-orang yang singgah dalam perjalatzan memenuhi
kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, sampakeriapts dari
kebutuhan itu. Rumah itu dibangun di jalan antaekk&éh dan Syam, di
tempat yang strategis dan mudah dicari (dicapah ghara musafir.
Rumah yang sama, juga dibangun di jalan di antgaanSian Hijaz.
Sistem Islam yang diterapkan untuk memenuhi kelautuini
diterapkan atas seluruh masyarakat, baik muslimpomawnonmuslim
yang memiliki identitas kewarganegaraan Islam, jugareka yang
tunduk kepada peraturan dan kekuasaan negara )Idiaah hukum-
hukum syariat Islam, yang memberikan alternatifacgaremenuhan
kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan hkagi ihdividu
masyarakat, dengan cara yang agung dan mulia.ttdakan mencegah
individu-individu masyarakat yang sedang dililitbkeuhan berusaha
memenuhi kebutuhan mereka dengan menghinakamtém(nta-minta).
b. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Pendididesehatan, dan
Keamanan)

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah kelbutatasi dan
harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Bertedgan kebutuhan pokok
berupa barang (pangan, sandang, dan papan), daat melalui negara
menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang lagriaimaka terhadap
pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatankeimanan dipenuhi
negara secara langsung kepada setiap individu takyal ini karena

pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalalygpela umum”if’ayatu
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asy syu-uun dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telamemigikan
bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenisitkdhan dasar tersebut
adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkaragg, dapat dinikmati
seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, nms&tau kaya. Adapun
seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung deilitul Mal.

Dalam masalah pendidikan, menjadi tanggung jawaianae untuk
menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahataomurgang harus
diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati selurakyat. Gaji guru,
misalnya, adalah beban yang harus dipikul negamgpdeerintah dan diambil
dari kas baitul mal. Rasulullah saw. telah menetapkebijaksanaan terhadap
para tawanan perang Badar. Beliau katakan bahveatgamanan itu bisa bebas
sebagai status tawanan apabila seorang tawandmneagajarkan 10 orang
penduduk Madinah dalam baca-tulis. Tugas itu meénjatbusan untuk
kebebasan dirinya.

Kita mengetahui bahwa barang tebusan itu tidakddelah hak milik
baitul mal. Tebusan itu nilainya sama dengan heetabebasan dari tawanan
lain dalam perang Badar itu. Dengan tindakan tetsg@akni membebankan
pembebasan tawanan itu ke baitul mal dengan cargyunéh para tawanan
tersebut mengajarkan kepandaian baca-tulis), berRasulullah saw. telah

menjadikan biaya pendidikan itu setara dengan lgatetousan. Artinya, beliau
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memberi upah kepada para pengajar itu dengan ben@da yang seharusnya
menjadi milik baitul maf®

Menurut Al-Badri (1990), Ad-Damsyiqgy menceritakan suatu
peristiwva dari Al-Wadliyah bin Atha’, yang mengasak bahwa di kota
Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-dtia&lifan Umar Ibnu
Al Khathab, atas jerih-payah itu, memberikan g&p&da mereka sebesar 15
dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emasalilya, 63,75 gram emas.
Jadi, kalaulah dianggap satu gram emas harganyarsRk70.000, berarti gaji
guru pengajar anak-anak itu, lebih kurang Rp4.482.%Bandingkan dengan
gaji guru sekarang'§

Pendidikan adalah kewajiban yang harus dilakukah ahanusia.
Sementara itu, negara berkewajiban menjadikan sa@ma dan tempat-
tempat pendidikan.

Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatamayhtkan
bahwa Mauquqis, Raja Mesir, pernah menugaskan (naeighkan) seorang
dokter (ahli pengobatan) untuk Rasulullah saw. ORhsulullah, dokter
tersebut dijadikan sebagai dokter kaum muslim datuku seluruh rakyat,
dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakef gakit. Tindakan

Rasulullah itu, dengan menjadikan dokter terseleliagai dokter kaum

15 Reza Rosyadi,’'Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjadalam, http://jurnal-

ekonomi.org/2004/05/03/solusi-islam-atas-masalabragakerjaan/,  diakses tanggal 26
Nopember 2009.

16 A.A.Al-Badri,. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islahhm 76.
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muslim, menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanilatuk kepentingan
pribadi. Dengan demikian, hadiah semacam itu bakakhusus diperuntukkan
bagi Beliau, tetapi untuk kaum muslim, atau untegara. Lain halnya apabila
hadiah tersebut dipakai oleh beliau pribadi, sématimut bulu dan keledai
hadiah dari Raja Aikah, misalnya, maka hadiah seger memang khusus
untuk pribadi, bukan untuk seluruh kaum muslim.

Demikianlah, pemanfaatan dan penentuan Rasuludah terhadap
suatu hadiah yang diterimanya, telah menjelaskgrada kita bagaimana
bentuk hadiah yang bernilai khusus pribadi dan kikemaslahatan umum.
Juga bagaimana bentuk suatu hadiah yang diberikpada kepala negara,
wakil atau penggantinya. Hadiah itu masuk ke datakayaan Baitul Mal dan

untuk seluruh kaum muslim.

Pada masa lalu, Daulah Islamiah telah menjalankangsi ini dengan sebaik-
baiknya. Negara menjamin kesehatan masyarakat,atesiglan mengobati orang-orang sakit,
serta mendirikan tempat-tempat pengobatan. Rashlsbw. pernah membangun suatu tempat

pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayaiaggan harta benda Baitul Mal.

Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebut(lsn) yang
pokok mudah dipahami, sebab tidak mungkin setiamgdapat menjalankan
seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wagieperti kewajiban ibadah,
kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalah secaramlsl termasuk
menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengaentken Islam, tanpa
adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannyak befaksanakan ini
semua, maka negara haruslah memberikan jaminan akeambagi setiap

warga negara.
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Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggotsyarekat
adalah dengan jalan menerapkan aturan yang tegad&siapa saja yang akan
mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta oramgSabagai gambaran,
siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa orangyakmi dengan jalan
membunuh orang lain, maka orang tersebut menurlgurhulslam harus
dikenakan sanksi berugpshash yakni hukum balasan yang setimpal kepada
orang yang melakukan kejahatan tersebut. Termasulaldmnya keamanan
harta milik pekerja dari upah yang seharusnya nzereitiki, serta keamanan
harta milik pengusaha dari perusahaan dan asetrgargka miliki.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikaminan
terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap wargayanasiat, berupa
pangan, sandang, dan papan. Demikian pula Islamah tahenjamin
terselenggaranya penanganan masalah pendidikaghdtaa, dan keamanan.
Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban negarda fagian dari tugasnya
sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat.rdlaayang melaksanakan
dan menerapkannya berdasarkan syariat 18fam.

Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebbéberapa
permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitangad masalah
pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengaaggliharapkan akan
berkurang karena ketersediaan lapangan kerja dhpatasi; masalah buruh

wanita dan pekerja di bawah umur tidak akan mukeweéna mereka tidak

Y Reza Rosyadi,’Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjadalam, http://jurnal-

ekonomi.org/2004/05/03/solusi-islam-atas-masalabregakerjaan/,  diakses tanggal 26
Nopember 2009.



85

perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk arenmafkah memenuhi
kebutuhan hidupnya. Demikian pula permasalahanamgan sosial berupa
pendidikan dan kesehatan bukanlah masalah yang Hithawatirkan pekerja.
Termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang memakli pekerja dapat

diberikan.

. Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Dasar penetapan upah minimum salah satunya bekdasgatokan
komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan bekahglari adanya
kesesuaian kontrak dan negoisasi antara majikang@saha) dan buruh,
dengan tidak melepaskan peran pemerintah sebaggawas dan pengontrol
perkembangan pasar, sehingga tidak terjadi penarupah di bawah tingkat
minimum.

Namun realitanya, di mana setiap kali memperinigati Buruh Sedunia
atauMay Daymisalnya, yang selalu menjadi perjuangan kaumibtiada lain
adalah peningkatan upah. Para buruh seolah tidgknblmosanya meminta
pemerintah segera memberlakukan upah layak nasianglmanusiawi.

Berbicara upah, tentunya dapat disepakati bahwéah uparupakan
sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirpegierja maupun
keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Seradmdgi pengusaha melihat
upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehinggaish dioptimalkan
penggunaannya dalam meningkatkan produktivitasedas kerja. Sementara
pemerintah melihat upah, di satu pihak, untuk tetigpat menjamin

terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja deluarganya,
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meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatfaya beli masyarakat.
Di lain pihak, untuk mendorong kemajuan dan dayagsasaha.

Pemerintah Indonesia sudah mempunyai peraturamgeng-undangan
ketenagakerjaan sebagai kontrol dan pengawasaadgghpengupahan dan
nasib para pekerja. Di mana salah satu kebijakandgéah menentukan upah
minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum N§Fyang kemudian
berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), aiang lebih dikenal
dengan Kebutuhan Hidup Layak (KH1Y.Seperti yang telah diamanatkan
dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 m&Q03 tentang
Ketenagakerjaan. Sementara kaitannya dengan Kedutdidup Layak, selain
dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1) Undang-undamgg sama yang
menegaskan bahwd&etiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanustdaduga dalam
Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 Pasal 1

Institusi pengupahan provinsi dan institusi pendgpapakabupaten/ kota
merupakan bentuk perwujudan pelimpahan kewenangamimusan dan
penetapan upah tersebut. Selain konteks Otononrabakonteks kebebasan
berserikat (UU No 21 Tahun 2000) pun memberikanhldianyak ruang

partisipasi kepada Serikat Buruh di tingkat kabepéiota untuk terlibat dalam

""Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.

"Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara yang dimaksud Sementara yang dimaksud penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang
meliputi makanan dan minumanl sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan
jaminan hari tua.
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proses perumusan upah. Namun sayangnya, meskiaf@rspengupahan ini
telah diserahkan kepada daerah, problematika kga&egaan/ perburuhan
sepanjang masa belum juga selesai, dari masaldihdegigan, pengupahan,
kesejahteraan, perselisihan hubungan industriahbpgan dan pengawasan
ketenagakerjaan masih saja dalam polemik yang belaga ujung

penyelesaiannya.

Kondisi ini lebih diakibatkan oleh kelemahan pemtih secara sistemik
dalam mengimplementasikan Peraturan undangan-untEnsgbut, bahkan
cenderung ada penyimpangan — pemerintah lebih donpada pengusaha —
hal lain lagi masalah koordinasi dan kinerja ameanbaga pemerintah belum

optimal dan masih sangat memprihatinkan.

Dalam Islam telah menggariskan upah dan gaji Ié&oimprehensif,
misalnya yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah teatang upah yang

diriwayatkan olemAbu Zar bahwa Rasulullah saw bersabda:

Vy Opeds & ot gy 05T U i ganble Sl o ) (Sl (Silpl
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2Al-Imam Abi al-Hussain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, A/-
Jami' af—Sa]}?[z (Beirﬁt:_D_ar al-Fikri, 1981), 1I: 30, Dalam Kitab Aiman, "Bab at'am al-Mamluk
mimma Yaqul wa Libasuhu mimma Ya al-Basu wa Yaklifuhu ma Yaqlibuhu. Hadis dari Abu
Bakr Ibnu Abi Syaibah dari al-Amasy dari Maruf Ibn Sawid dari Abu Zar.
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Lembaga, Organisasi ataupun perusahaan haruslabrap&an prinsip
keadilan dalam pengupahan. Konsep adil merupakagiciorganisasi yang

bertaqwa, sebagaimana misalnya yang ditegaskamdsjat berikut ini:

P

53 ol vz Wy oIl et ab ope'sd 1S Igmle o L
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Sementara itu Nabi Muhammad saw bersabda:

22.45} M QTJ.\; oﬁiﬁ:j}” \)la_ij
Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis riwayathaqgi di atas, dapat

diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalatilaeayang terletak
pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen micakya. Agad dalam
perburuhan adalah agad yang terjadi antara pekiegan pengusaha.
Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelaisulu bagaimana upah
yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebutputlbesarnya upah dan
tata cara pembayaran upah.

Dalam hal ini,Y usuf Qaradawi menjelaskan:

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atasyappka ia telah

menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan i sesumman

kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan tsygaeat antar

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang &t@almenghalalkan

yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tahgsaa yang benar

atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestirakg sepatutnya

hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya)eka setiap hak

dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkah secara penuh,
maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatut@yanh dijelaskan

2! Al-Ma'idah [5]: 8

_ ”Al-Hafiz Ibnu 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, Sunan Ibn
Majah, 'Kitab ar-Rahn' 'Bab Ujra.”, (Beirut: Dar al-Fikr, t. T), II: 817. Hadis Nomor 2443.



89

secara detail dalam "peraturan kerja" yang meri§alasnasing-masing
hak dan kewajiban kedua belah pitak.

Bahkan Qaradawi menambahkan bahwa bekerja yang baik merupakan
kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehdgmjkian juga, memberi
upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak Keafal karyawan yang
diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka atataan bekerja yang baik
itu, dituangkan dalam buku Pedoman Kepegawaian gdagli masing-masing
perusahaan.

Sementara dalam Hadis lain juga dijelaskan pembayampah yang

layak, sebagaimana yang diriwayatkan oM Hurairah ra berikut ini:

A OB e Sl s d S OB By S Yl WO
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Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat diketathwégemberian upah
yang layak dengan waktu yang tepat sangat dip&dmatiSebab dengan
ketidaklayakan dan keterlambatan pembayaran upidhjedorikan sebagai
perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar kpphda para pekerjanya

termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw padéizanat.

BYusuf al—Qardaw_i, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Zainal
Arifin & Dahlia Husain, Penyuting M. Solikhin (Jakarta: Rabbani Preaa 1997), hlm 405.

*Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1981), III: 66, Hadis Nomor 2945, "Kitab Kharraj wa al-Imarah wa al-fai. Hadis dari Auzal
dari al-Haris Ibn Yazid dari Jubair Ibn Nufair dari Mustaurid Ibn Syaddad.
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Dalam Islam juga disebutkan bahwa untuk memenubutkdan hidup
layak pekerja adalah kewajiban melindungi hak gekeari segala gangguan
yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha di pbamanya). Ditegaskan
dan diwajibkan juga dalam Islam bahwa para maji#gar menetapkan upah
minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kelamubasar hidup
pekerja, termasuk makanan, pakaian, perumahanjdient kesehatan, dan
lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati thrdéip yang layak. Walaupun
pada dasarnya, penyediaan kebutuhan-kebutuhanidassmharusnya menjadi
tanggungjawab negara untuk memenuhinya dan sudgds tnegara untuk
menentukan kebijakannya dengan menetapkan upahmommibagi warga
negaranya pada suatu tingkat yang membuat wargaaga: pekerja) mampu
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan dasarnya, hingga piErcpada taraf
kelayakan hidup, baik langsung maupun tidak langssebagaimana secara

tegas telah disinggung dalam al-Qur'an, sebag#iuier

U o35t g W jitne odas Lgh5) al e NI NI G203 e L
25.05,,.4;.,\‘_:.5 Lg

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami, bahwa selmegfara, sebagai
khalifah di muka bumi, diharuskan memberikan pdesed kebutuhan-
kebutuhan hidup pada setiap warganya. Karenaugastutama negara adalah
memperhatikan setiap pekerja agar memperoleh umaty yukup untuk

mempertahankan suatu taraf hidup layak. Negar&k tlodeh sama sekali

PHud [11]: 6
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membiarkan tingkat upah jatuh di bawah tingkat mumn. Artinya, di

samping sudah menjadi kewajibannya mengawasi dangoméol upah

pekerja, juga sebagai pelayan dalam memberikannaemenuhi kebutuhan
warganya, sehingga warganya menjadi sejahtera.hdikdu dapat terlaksana,
maka bukan tidak mungkin, para pekerja akan mampmperoleh semua
kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, pekerja akapatd mencapai
kehidupannya pada taraf yang layak. Dapat membakiam dan minum anak
dan kelurganya, memberi sandang, tempat tinggaidigidan, kesehatan,
memiliki tabungan yang cukup dan dapat berlibuu atkreasi.

Dalam pemberian upah, dalam Islam juga dikenal a@engisem
pemberian dengan prinsip-prinsip keadilan itu, kéjpgan para pekerja dan
majikan akan diperhitungkan dengan adil sampai agatusan tentang upah.
Tugas negaralah yang memastikan bahwa upah ditetaggngan tidak terlalu
rendah, sehingga menafikan kebutuhan-kebutuharphidua pekerja, tetapi
juga tidak terlalu tinggi, sehingga menafikan bag& majikan dari hasil
produk bersamanya. Untuk membina suatu tingkat ypaly layak dan dapat
memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dalam sonegara, penting sekali
ditetapkan tingkat upah minimum dan mempertimbangkeebutuhan-
kebutuhan yang berubah dari kelompok pekerja, geghindalam keadaan
bagaimanapun upah tidak boleh jatuh dan harusjalitikembali sewaktu-
waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian isdsngan perubahan-

perubahan dalam tingkat harga serta biaya hidup.
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Dengan demikian, penetapan upah minimum berdasarKai
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat(ilpyht (2) di sini, di
samping adanya kesepakatan antara pengusaha (magka buruh serta
adanya pengawasan yang serius dari pihak pemerintakni dengan
memperhatikan hasil 'survei harga' yang dilakukéeh dripartit (Pekerja,
Pemerintah dan Pengusaha) dengan melibatkan BR#r{BRusat Statistik).
Kemudian Dewan Pengupahan atau Pemerintah (Gubetaw Bupati),
menjadikannya sebagai salah pedoman untuk menetapgah minimum,
selain dari pertimbangan produktivitas, pertumbuékonomi dan usaha yang
paling tidak mampu.

KHL yang dalam Permenakertrans juga disebutkan baiai KHL
berlaku dalam masa kerja satu tahun yang dirundimgkecara bipartit
antara pekerja/ serikat pekerja dan pengusaha disg@eaan yang
bersangkutan. Artinya bahwa setelah masa setahlamuyeada kenaikan-
kenaikan upah sehingga kebutuhan tersebut dapae¢ntgni. Sementara
Pemerintah (Gubernur/ Walikota) yang berwenang mag@kan upah
berdasarkan nilai KHL dengan mempertimbangkan kipdtas
(perbandingan antara jumlah Produk Domestik Reddyato (PDRB)
dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sape&jumbuhan
ekonomi (sesuai pertumbuhan nilai PDRB) dan usa&y ypaling tidak
mampu dapat mengawasi jalannya aturan tersebuindggehKHL benar-

benar dijadikan standar penetapan upah.
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Namun realitasnya, persoalan krusial saat ini, petad belum mampu
mengendalikannya (terlebih untuk berpihak pada pe&kdJpah yang diterima
buruh ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan lpglmg selalu naik.
Pemerintah, yang dengan kewenangannya seharusmygemnteh seluruh inti
masalah, yaitu pengendalian upah, dan pengawasgaraaturuh dan
pengusaha dan pengendalian pasar. Penetapan upgak oremenuhi
kebutuhan hidup layak hanyalah anak masalah, pkeygwasan terhadap pasar
dapat dikendalikan, maka tujuh komponen penentu Ki¢jadi lebih stabil.

Di muka telah dijelaskan, bahwa dalam pandangaamis|sistem
pengupahan hendaknya menggunakan konsep keadit@gasedasar untuk
memenuhi kebutuhan hidup layak tercapai - inilahgyaangat mendominasi
dalam setiap praktik yang pernah terjadi di nedsglam. Buruh bukanlah
budak yang dapat semena-sema diperlakukan tidakaseiclak adil. Justru
buruh menjadi saudara majikannya, karena buruh adiéan usaha
majikannya maju. Oleh karena itu sudah sepantasngajadi kewajiban
tuannya untuk memberikannya upah yang layak sehinggruh dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Antara penetapan upah dan pemenuhan hidup layak, Yusuf al-Qaradawi
menjelaskan dalam bukunya Dar al-Qiyam wa al-Akhlag i al-Igtisadi al-
Islamibahwa penentuan upah harus diperhatikan dua hal berikut ini:*®
1. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disaikan antara orang yang

pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cemlagad orang yang

*Yusuf al-Qardawi, Dar al-Qiyam wa al-Akhlag f7 al-Igtisadi al-Islami, (Mesir: Maktabah
Wahbah, t. t.), hlm. 406
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dungu, orang yang tekun dengan orang lalai, orpegialis dengan orang
yang bukan spesialis, karena menyamakan antarag oyang berbeda
adalah suatu kezaliman, sebagaimana ditegaskam ddl®ur'an berikut

ini:

ST R PIEEYWSNR,

dan dalam ayat lain juga disebutkan:

ZS.QMLA.CJ@_SJ{)LAJ‘W Lows o J_cs-ﬂj

2. Kebutuhan pekerja itu sendiri, karena ada kebutldedmituhan pokok
manusia yang harus dipenuhi, baik berupa makanammanm, pakaian,
tempat tinggal, kendaraan (transportasi, pengobapemdidikan anak
maupun segala sesuatu yang diperlukan sesuai dekgadisi tanpa
berlebih-lebihan dan tanpa kekikiran, untuk pribadang tersebut dan
untuk orang yang menjadi tanggungannya. Artinyajukapan kebutuhan
itu bukan sesuatu yang statis dan bukan pula sattuk bagi semua orang,
tetapi bagi setiap orang sesuai dengan kondisimgng-masing.

Kemudian, apabila dilihat Permenakertrans Nomor:. RPE
17/MEN/VII/2005 dengan harapan pekerja, maka upgaharusnya dapat
memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanggks dulu hingga

sekarang belum pernah dicapai secara mamadai. fiialapat dibuktikan

2T Al-Baqarah [2]: 279
% Az-Zumar [39]: 132
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dengan tidak pernah selesainya masalah penetapah aptara buruh,
pengusaha dan pemerintah.

Intinya bahwa penetapan upah minimum seharusnyasainping
berpedoman pada KHL, harus diperhatikan pula nKarja buruh dan
kebutuhan pokoknya baginya dan bagi kehidupan kgdmga. Namun
terkadang tidak demikian bagi pihak perusahaanhUparupakan beban bagi
perusahaan. Oleh karena upah harus disesuaikanardengsil produksi
perusahaan.

Dalam Islam, upah yang sifatnya materi (upah dii@umestilah terkait
dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan datarsgn Oleh sebab itu,
upah yang diterima harus menjamin tersedianya naakansandang,
perumahan, kesehatan dan sebagainya, sehinggaukabutidup layak bagi
buruh dapat tercapai. Hal ini, tidak lain adalanabgkat dari besarnya upah
yang diterima buruh.

Dengan demikian, konsep nilai kebutuhan hidup layakg dijadikan
dasar penetapan upah sebagaimana dalam Permema&eNomor. PER-
17/MEN/VIII/2005, dalam Islam dapat dimengertiagitaranya:

1. Upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidyak sangat besar
kaitannya dengan konsep moral;

2. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (ketz@ndtau keduniaan)
tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimédsrad yang disebut
dengan pahala dengan prinsip keadilan dan kelayakacukupan),

sebagaimana yang telah diuraikan.
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Oleh karena itu, dalam melaksanakan Permenakertransharus
menerapkan prinsip keadilan dalam menilai kebutumdaop layak, sehingga
dapat dijadikan dasar organisasi untuk menetaplesarbn upah. Konsep
keadilan ini merupakan ciri-ciri organisasi yangtakwa. Oleh karena itu,
kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan opaimum menurut
pandangan Islam di atas, memiliki dua dimensi, uyaltmensi dunia dan
akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensiiagumaka konsep moral
merupakan hal yang sangat penting agar palepatddiperoleh sebagai
dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moralbadiiean, maka dimensi
akherat tidak akan tercapai. Oleh karena itulahrs&prmoral diletakkan pada
kotak paling luar, yang artinya, konsep moral digean untuk menerapkan
upah dimensi dunia agar upah dimensi akherat degtpai.

Namun aturan Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN2QQ5 tentang
Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutitlap layak ini
perlu didudukkan pada posisinya atau ditegaskarbk&émagar memudahkan
bagi buruh dan pengusaha dalam mengimplementaspematurannya.
Berdasarkan pada kenyataannya, dunia kerja Indoifesutama bagi buruh)
selalu terpinggirkan, pemerintah lebih condong k& gpengusaha ketimbang
pekerja, sehingga tidak jarang terdengar demo buraikkan gaji', 'bayar

pesangon’ menuntut kebijakan pemerintah yang sgshnga.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan pada bab-baliusebga, dapat penyusun kemukakan

kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari pokadatah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiuBlép Indonesia
Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 pasal [1] dan [2] (Penmakertrans Nomor:
PER-17/MEN/VIII/2005) tentang Komponen dan Pelaksan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dijadikan sebdgsar dalam penetapan
upah minimum, pada dasarnya sangat relevan dengfantyan serta sistem
pengupahan menurut Islam, bahwa dalam menetapldmmimimum memang
harus memenuhi komponen-komponen kebutuhan pokala furuh atau
pekerja dalam kesehariannya. termasuk juga di dslamkebutuhan
pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hanyt Namun, setidaknya
yang dijadikan acuan bukan pekerja lajang, karesmdapumumnya pekerja
(khususnya di Indonesia) melainkan pekerja yangalsuderumah tangga,
karena kebutuhannya lebih banyak ketimbang pek&jang, sehingga
kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan sgmadakan tercukupi.

Dalam Islam memang tidak mengatur secara rinci Eeag
standarkebutuhan hidup layak yang harus dipen@ pékerja (lajang), akan
tetapi sistem Islam memperhatikan hal-hal yang adripntutan individu dan
masyarakat dalam merealisasikan jaminan kehidupda gminan pencapaian

kemakmuran.
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Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakijglgm
mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro denganjalankan apa
yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Poltkonomi merupakan tujuan
yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai Kednjauntuk mengatur dan
menyelesai-kan berbagai permasalahan hidup madakien bidang ekonomi.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagaijédedn yang menjamin
tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (Primiep individu
masyarakat secara keseluruhan, disertai adanyaganyang memungkinkan
setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutupatengkap (sekunder
dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup smenislam
memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggotyarmaliat dengan
fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebad®idu (pribadi), bukan
sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalémakenegara. Hal ini
berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan keantsecara individual
dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, baga@magar setiap individu
masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan poledaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapatemodi kebutuhan
pelengkap (sekunder dan tertier). Bukan sekadaringleatkan taraf hidup
secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejed@n seluruh anggota
masyarakat (GNP). Dengam demikian, aspek distrilmagigatlah penting
sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setidpidn telah terpenuhi

kebutuhan hidupnya.
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Dalam pemberian upah, dalam Islam juga dikenal aengistem
pemberian dengan prinsip-prinsip keadilan itu, kéipgan para pekerja dan
majikan akan diperhitungkan dengan adil sampai agatusan tentang upah.
Tugas negaralah yang memastikan bahwa upah ditetaggngan tidak terlalu
rendah, sehingga menafikan kebutuhan-kebutuharphidua pekerja, tetapi
juga tidak terlalu tinggi, sehingga menafikan bag& majikan dari hasil
produk bersamanya. Untuk membina suatu tingkat ypaly layak dan dapat
memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dalam sonegara, penting sekali
ditetapkan tingkat upah minimum dan mempertimbangkeebutuhan-
kebutuhan yang berubah dari kelompok pekerja, geghindalam keadaan
bagaimanapun upah tidak boleh jatuh dan harusjalitikembali sewaktu-
waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian isdsngan perubahan-

perubahan dalam tingkat harga serta biaya hidup.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam menetapkan upah minimum tidak hanya
memperhitungkan faktoitgan (professionalisme) dengan terpenuhinya
kebutuhan hidup layak seperti sandang, pangannpdpa kesehatan serta
pendidikan buruh atau karyawan dalam satu bulamnAktapi harus ada
kesepakatan kontrak antara pengusaha, buruh dagrip&ah.

2. Sistem pengupahan buruh yang sesuai dengan hukamiasyislam
merupakan pedoman ideal untuk dilaksanakan, namkanbdengan serta
merta mengatakan jika tidak memenuhi semua yangtdit syari’at Islam

dikatakan sebagai yang tidak Islami. Setidaknya gikemi sistem yang
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digunakan oleh negera setempat, akan tetapi detedap menerapkan
prinsip keadilaan dan kelayakan.

3. Teori dan sistem pengupahan, baik menurut Islampomaueraturan
pemerintah (seperti Undang-undang, peraturan Medtr sebagainya)
dapat terrealisasikan, sehingga penetepan upahaise®ngan nilai
keadilan dan kelayakan, sehingga pengusaha daplentieang dan
pekerja menjadi sejahtera.

4. Perlunya pemerataan pemberian tingkat upah kepaglarjp yang
melakukan pekerjaan yang sama, tanpa harus menhleeld&an jenis
kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekalip@nupahaan tersebut
masih dalam lingkungan keluarga.

5. Dalam penyusunan sekripsi ini, penyusun menyadaasiim banyak
kesalahan dan persoalan yang belum terungkap. édigkan keterbatasan
penyusun untuk mengungkap persoalan pengupahan.a Mangat
diharapkan saran dan kritik untuk masukan ke degaia untuk penelitian

selanjutnya agar dapat lebih baik lagi.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

No‘HIm‘ Fn |

Terjemahan

BAB |

meninggikan sebahagian mereka atas sebahagiarayan

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

14

Jjarah vyaitu dengan diasrah hamzahnya menurut
pendapat yang mashur, dan dihikayat laindgizmah,
menurut bahasa adalah nama untuk upah, dan me
istilah pengambilan manfaat yang disepakati.

17

Dan katakanlah" Bekerjalah kamu, maka Adlah RasulA
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekenjag

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,
dibritaka-Nya kepada kamu apa yang telah kamu lkamjal

19

Barang siapa yang mengerjakan amal shadgh|aki-laki
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehid

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dar
yang telah mereka kerjakan

22

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berla#tih dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
kamu dapat mengambil pelajaran

23

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula idigad'

24

Bayarlah upah pekerja sebelum kering katmg.

25

Mereka adalah saudara- saudaramu, Allahjaadikan
mereka dibawah tanganmu. Beri makanlah mereka de

apa yang kamu makn. Beri pakaianlah apa yang Kk

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tub@mm
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah

g

beberapa derajat, agar sebahagian mereka @dapat
mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat

nurut

n

iu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

lalu

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka

upan

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

ap

dan
dan
agar

nga
amu



pakai. Jangan membebani mereka dengan tugas
memberatkan mereka. Bila kalian menugasi me
bantulah mereka.

yang
reka

BAB Il

24

Dan bagi masing-masing mereka derajat meapaiyand

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkagn

ba

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang

mereka tiada dirugikan.

10

24

Barang siapa yang menghendaki kehidupana ddan

perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka

balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempam
mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

a d

11

25

Nabi saw. Pernah berbekam dan ia membah kppada

tukang bekamnya itu.

12

25

10

Bayarlah upah pekerja sebelum kering gatiya.

13

30

17

Hai orang-orang vyang beriman, apabila k

amu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hdala
seorang penulis diantara kamu menuliskanya de
benar.

Ak
ngan

14

30

18

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yangna
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengarkt

ka
da

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hul
menurut yang dikehendaki-Nya.

Kum

15

32

21

Dan bagi masing-masing mereka derajat raeapa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkagi
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sg
mereka tiada dirugikan.

16

32

22

Maka pada hari itu seorang tidak akan gdian
sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengaa
yamg telah kamu kerjakan.

17

32

23

Dan bahwasanya seorang manusa tiada naetpselain
apa yang telah diusahakanya.

18

33

25

ba
rdang

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adsdatdaramu




Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sedh
barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhg
maka harus diberinya makan seperti apa yang dinmgka
(sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yangkdipga
(sendiri); dan tidak membebankan pada mereka de
tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebapka
dengan tugas seperti itu, maka hendaklah memk
mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

19

33

26

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kithendaklah ia
mencarikan isteri (untuknya); seorang pembabila
tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannyaulr
pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat ting
hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu B3
mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa N
Muhammad Saw. bersabda: “Siapa yang mengambil s
selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlahtan

pencuri.” (HR.Abu Dawud).

20

35

27

Dan janganlah kamu merugikan manusia pakidaknya
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi den
membuat kerusakan.

ngg
annya

ngan
ann
antu

gal
\kar
labi
sikap

gan

21

39

31

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lainréia)
bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apay
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) acdayize
dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah ke

y

y

rpada

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui segala sesuatu.

22

39-
40

34

Sesungguhnya kamu tidak akan merasa kelapara
dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesunggu
kamu tidak akan mersa dahaga dan tidak (pula)
tertimpa panas matahari di dalamnya”

N di
hnya
akan

23

42

37

Dan bahwasanya seorang manusia tiada maetp
selain apa yang telah diusahakany

e

24

42

38

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apg gasisi Allah
adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan men
balasan kepada orang-orang yang sabar dengan [
yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

nberi
nahala

BAB IV

25

74

“Dialah (Allah)yang menjadikan bumi itu naind bagi

kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, g

serta




makanlah sebagian rezeki-Nya”.

26

75

“...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, danlah
karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak
supaya kamu beruntung”.

nya

27

75

10

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukiswpaya
kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izin-Nga
supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya
mudah-mudahan kamu bersyukur”.

dan

28

77

12

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakieegpada par:

15°4

ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak dibepani
selain menurut kadar kesanggupannya. Janganlahnggor

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya danngeora
ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewa|iba

demikian...”.

29

79

14

“Ambillah zakat dari sebagian harta merelemgan zaka
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.

~+

30

87

20

Mereka adalah saudara- saudaramu, Allahjadikan

mereka dibawah tanganmu. Beri makanlah mereka denga
apa yang kamu makn. Beri pakaianlah apa yang kamu

pakai. Jangan membebani mereka dengan tugas
memberatkan mereka. Bila kalian menugasi me
bantulah mereka.

yang
reka

St

89

24

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kithendaklah ia
mencarikan isteri (untuknya); seorang pembabila
tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannyauurn
pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat ting

gal

hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar
mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi
Muhammad Saw. bersabda: “Siapa yang mengambil sikap

selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaatan

pencuri.” (HR.Abu Dawud).

32

90

25

Dan tidak ada suatu binatang melata punbutni
melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan

Dia

mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang

nyata (Lohmahfuz).

33

94

27

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak pulaidia"

34

94

28

Dan bagi masing-masing mereka derajat raeapa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkagn

ba

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang

mereka tiada dirugikan.
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PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

Pasal
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkatLK&dalah stand
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekarjdi lajang untL
dapaf[ hidup layak baik secara fisik, non fisik dasal, untuk kebutuhan

2. Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalalu sieanbaga nc
struktural yang bersifat tripartit, dibentuk olellé&rnur/Bupati/Walikota d:
bertugas memberikan saran serta pertimbangan k

Pasal 2
(1) KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimumpakam peningkat:
dari kebutuhan hidup minimum.

(2)KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri diomponel
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturartdveni.

Pasal 3
(1) Nilai KHL diperoleh melalui survei harga

(2) Survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat @Ruéén oleh tim yar
terdiri dari unsur trirpartit yang dibentuk oleh Kat Dewan Pengupat

(3) Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewangdg@pahan, ma
survei harga dilakukan oleh tim yang dibentuk olBlpati/Walikot:

(4)Unsur Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat y@g mewakil
Pemerintah harus mengikutsertakan Badan Pusastitagtempat.

(5) Survei harga KHL dilakukan dengan menggunakan pedosebagaimal
pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampirandti®an Menteri ini.

Pasal 4

(1) Berdasarkan hasil survei hargabagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay
Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota setempat taqaeen nilai KHL.

(2) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganasebagai salah s
bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

(3) Peretapan upah minimum sebagaimana dimaksud paddZyaeriaku bag
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1)(sztun.

(4)Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (Satoyn atau leb
dirundingkan secara bipartit antara pekerja/butaln aerikat pekerja/seril
buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersamgku



(5) Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Prgvinaka penetap:
upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupatetd&terendah
Provinsi yang bersangkutan denganempertimbangkan produktivit:
pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidakpagmarginal).

(6) Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (S5jupakan has
perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regiddaito (PDRB
dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama

(7) Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada (&yamerupaka
pertumbuhan nilai PDRB.

Pasal 5
(1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dieésm seca

(2) Tahapan pencapaian KHlelsagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta

(3) Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL sebagaidiaraksud pac
ayat (2) Gubernur memperhatikan kondisi pasar kergaha yang palil
tidak mampu (marginal) di Provinsi/Kabupaten/Kotatls saran de
pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kakuafiabta.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, makauiiesan Menteri Tena
Kerja Nomor KEP. 81/MEN/1995 tentang Penetapan Kamep Kebutuha
Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggedtdpkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2005
MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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